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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

  Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

   Huruf 

Arab 

Nama        Huruf Latin          Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te خ

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 Jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal D de د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R er س

 zai Z zet ص

 Sin S es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G ge غ

 Fa F ef ؾ

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 Lam L el ه

ً mim M em 

ُ nun N en 

 wau W we و

 Ha H ha ـه

 hamzah ‟ apostrof ء

 Ya Y ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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3. Maddah 

  Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi  untuk  tā‟marbūṭah  ada  dua,  yaitu:  tā‟marbūṭah  yang  hidup  

atau  mendapat harakat  fatḥah, kasrah, dan  ḍammah, transliterasinya  adalah [t]. 

Sedangkan  tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydīd) 

  Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اه (alif lam 

ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang 
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tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

  Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

  Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Muzakki 

(dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh 

9. Lafẓ al-Jalālah (  (هللا

  Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

B. DAFTAR SINGKATAN 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :  

swt.  : subḥānahū wa ta„ālā 

saw.  : ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

QS …/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR  : Hadis Riwayat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad mengawali praktik pembangunan 

ekonomi di Kota Madinah mulai meletakkan dasar-dasar ekonomi yang mengacu pada 

nilai-nilai Islam terutama aqidah dan prinsif Tauhid. Hal ini dapat dilihat saat 

Rosulullah membangun ekonomi Madinah, beliau berusaha menerapkan prinsip 

keadilan dan kesetaraan agar terjadi redistribusi aset ekonomi diantara warga secara 

merata proporsional. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa setelah hijrah, kaum 

Muhajirin yang merupakan salah satu pilar komunitas pembangun masyarakat 

Madinah secara ekonomi sangat marjinal. Hal ini biasa dipahami karena kaum 

Muhajirin telah meninggalkan seluruh harta benda dan aset-aset ekonomi lainnya di 

Kota Mekah. Maka pada saat itu persoalan pertama dalam ekonomi yang dihadapi 

Rosulullah adalah ketimpangan ekonomi sosial antara kaum Muhajirin (pendatang) 

dengan penduduk Kota Madinah.
1
 Terlepas dari itu, konsep dasar ekonomi yang ingin 

diajarkan oleh Rasulullah saw adalah konsep distribusi kekayaan dan keadilan 

perekonomian. 

Dirunut dalam proses sejarahnya, konsep ekonomi pertama yang akan 

ditegakkan dan diajarkan oleh Rosullullah pada saat membangun Kota Madinah adalah 

redistribusi kekayaan, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi diantara elemen 

masyarakat penyangga Kota Madinah. Strategi tersebut dilakukan Rosulullah dengan 

mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor. Piagam Madinah 

                                                           

1
Ery Wibowo Agung Santosa, Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-An ( Perspektif 

Jalan Ketiga ), Jurnal ekonomi file:///C:/Users/lenovo/Downloads/721-1556-1-SM.pdf (diakses pada 28 

Oktober 2020) 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/721-1556-1-SM.pdf
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sebagai tonggak civil society dalam sejarah Islam sesungguhnya merupakan 

kebijakan yang dalam perspektif ekonomi agar redistribusi roda perekonomian di 

Kota Madinah berjalan “...jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan 

orang-orang kaya saja diantara kamu”
2
. Seperti di ketahui bahwa selain kaum 

Muhajirin dan kaum Anshor di Medinah juga bermukim masyarakat dari suku 

bangsa lain semisal kaum Yahudi. Rosullullah mendorong agar semua komponen 

masyarakat melakukan kerjasama ekonomi sehingga roda perekonomian terus 

berputar. Konsep perdagangan dengan Sistim Mudharobah (profit and loss sharing) 

sudah diperkenalkan Rosullullah pada masa itu. Kelak kemudian hari para pemikir 

ekonomi Islam modern melandaskan pemikirannya pada Sistim Mudharobah 

sebagai antitesa dari sistim ekonomi konvensional. Pengaruh pribadi Rosulullah 

sebagai seorang saudagar tentunya turut andil dalam mempengaruhi gaya beliau 

dalam mengkonsep sebuah sistim ekonomi yang adil di Kota Madinah. Maka dapat 

dikatakan bahwa sesungguhnya Islam dan ekonomi sudah merupakan bagian yang 

tak terpisahkan sejak awal lahirnya Islam. Persoalan redistribusi kekayaan yang 

menjadi persoalan ekonomi pada awal Rosulullah membangun Kota Madinah 

sesungguhnya juga merupakan sebuah persoalan krusial dan mendasar yang 

dihadapi oleh semua paham ekonomi lainnya seperti sosialisme dan kapitalisme.
3
 

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang 

peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan 

sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja 

pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan 

ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang 

                                                           
2
 lihat. QS.. Al Hasyer/59.7 

3
Ery Wibowo Agung Santosa, Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-An ( Perspektif 

Jalan Ketiga ), Jurnal ekonomi file:///C:/Users/lenovo/Downloads/721-1556-1-SM.pdf (diakses pada 

28 Oktober 2020) 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/721-1556-1-SM.pdf
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sangat besar bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan 

mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian, 

pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan 

petani. 

Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. 

Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana 

penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, 

sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, 

serta penanggulangan kemiskinan. 

Tujuan pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk 

meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional.
4
 Peningkatan 

produksi tersebut diarahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat 

mendorong peningkatan taraf hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang 

sangat besar untuk penghasil devisa dan bahkan akan menjadi mata perdagangan 

yang dapat memperkecil devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor 

produk pertanian. 

Indonesia adalah negara agraris dan banyak menyadarkan kebutuhan dari 

hasil pertanian, oleh karena itu titik sentral pembangunan ekonomi adalah pasar 

sector pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat pada umumnya dan petani 

pada umumnya petani pada khususnya. Penduduk indonesia yang sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok 

tanam namun tidak memilki modal pertanian maka di adakan perjanjian bagi hasil 

antara pemilik modal dan penggarap pertanian. Pada awal mulanya perjanjian bagi 

                                                           
4
 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35. 
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hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara 

petani tanpa mempedulikan keuntungan yang akan didapatkan. 

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-

sektor pekerjaan yang bisa di lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. 

Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. 

Perbedaan ini berasal dari keadaan lingkungan, yang mengakibatkan adanya 

dampak terhadap personalitas dan segi kehidupan. Pada umumnya atau kebanyakan 

mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian 

berdagang (bussines) juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha 

(bussines). Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam 

keahlian memelihara tanah, bercocok tanam, dan sebagainya.
5
 

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama 

kerjasama tersebut saling mendatangkan masalah yang baik terhadap dirinya dan 

masyarakat banyak. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada 

petani sawah di Kabupaten Sidrap. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang 

dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum Islam, 

yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat 

mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka 

memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah 

yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan. 

Hukum Islam membahas bagi hasil dalam pertanian yang dikenal dengan 

istilah muzara‟ah. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Syafi‟i Antonio dalam 

bukunya muzara‟ah adalah kerja sama pengelolah pertanian antara pemilik lahan 

dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian si penggarap 

                                                           
5
M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung:PT 

Refika Aditama, 2008) h. 131-133. 
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untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari 

hasil panen.
6
 

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan  

dengan pekerja
7
. Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang 

memiliki modal namun tidak memililki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak 

memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Dan 

terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau pengarap yang 

memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam. Seperti apa yang telah 

diungkapkan Sayyid Sabiq dalam bukunya: Petani melakukan suatu perjanjian bagi 

hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling 

mempererat persaudaraan dan tolong menolong antara mereka, Islam 

mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti betalian dan tolong 

menolong antara kedua belah pihak
8
. 

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit 

mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan 

didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila 

biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani 

pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (al- 

musyarakah).
9
 Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih 

dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan 

hanya mendapatkan satu bagian (mudharabah)
10

 Sebaliknya, apabila semua biaya 

ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua 

                                                           
6
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank  Syariah  (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 99. 

7
 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 34. 

8
 Sayyid Sabiq,  Fiqih SunnahXI  (Bandung: Al-Ma‟arif,1987), h.191 

9
 Muhammad Syafi‟i Antonio,  Bank Syari‟ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.  90. 

10
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99 
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bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya 

bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (al-musaqah).
11

 

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih lazim oleh masyarakat Sulawesi 

mengenalnya Sidrap merupakan salah satu kabupaten yang memiliki geografis yang 

sangat mendukung untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, khususnya petani padi. 

Oleh masyarakat setempat, bahkan mengenal Kabupaten Sidrap sebagai daerah 

lumbung padi. Hal tersebut dirasa wajar mengingat fakta bahwa produksi padi 

terbesar di Sulawesi Selatan adalah daerah Sidrap. Hingga kini, mayoritas 

masyarakat Sidrap masih menduduki persepsi lumbung padi terbesar, oleh sebab 

mayoritas masyarakat masih melestarikan pertanian padi. Tingginya angka panen 

padi di Sidrap memiliki dampak bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Sidrap 

yang tak kalah menarik dibandingkan dengan sektor perkotaan di sekitarnya. 

Distribusi hasil panen padi bukan hanya untuk memenuhi daerah ini saja, namun 

telah banyak disalurkan ke luar daerah hingga lintas pulau. Akibatnya pun, harga 

beras di kota-kota sekitarnya tidak pernah mengalami fluktuasi harga yang 

signifikan. 

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada 

umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan 

tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan 

atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.
12

 

                                                           
11

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 100 

 

12
 A.P Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar 
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Berbagai macam bentuk pengelolaan pertanian yang ada di Kabupaten 

Sidrap, mulai dari pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh pemilik, maupun 

dijalankan dengan sistem mitra dengan konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil dimana 

kalangan akademisi mengenalnya dengan konsep profit and loss sharing, oleh 

masyarakat Sidrap dikenal dengan istilah gadai sawah. Gadai sawah merupakan 

bentuk kerjasama yang dilakukan anatara pemilik lahan dengan pengelola lahan 

yang mana hasil dari pertanian akan dibagi berdasarkan porsi yang telah 

diperjanjikan di awal. Secara empiris konsep gadai sawah ini sebenarnya saling 

menguntungkan antara pemilik dan pengelola sawah apabila dijalankan dengan 

mengedepankan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam tentunya. 

Pada kenyataannya beberaap petani pengelola terkadang mengeluhkan 

sistem kerjasama yang dijalankan dengan pemilik lahan. Petani merasa dirugikan 

karena hasil yang diperolehnya terkadang tidak sebanding dengan kerja keras 

mereka selama perawatan padi sampai pada akhirnya masa panen. Hal tersebut 

mereka rasa apabila tiba masa panen dan pada akhirnya pembagian keuntungan 

ternyata tidak adil dan merata. Selain itu, faktor ekonomi yang saat ini melambat 

akibat adanya pandemi membuat harga padi menurun sehingga perolehan hasil 

pertanian dalam hitungan keuangan pun akan menurun. Padahal para petani hanya 

akan meraup keuntungan yang besar apabila hasil panen yang melimpah dan harga 

beras yang naik. 

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam merupakan solusi yang terbaik. Nilai-

nilai keadilan dan pemerataan pendapatan sebagai bentuk implementasi dari prinsip 

nilai Islam untuk memperoleh falah dan kemaslahatan bersama menjadi acuan 

penting untuk ditanamkan dalam segala aktifitas perekonomian saat ini. Akan lebih 

arif apabila pemilik lahan tidak hanya menyalurkan modal hingga kemudian hanya 

menunggu hasil panen semata, namun lebih baik pemilik lahan harus turut melihat 
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langsung bagaimana pengelolaan pertanian sehingga ia mampu memahami kondisi 

di lapangan, sehingga dengan itu akan melakukan pembagian keuntungan yang 

lebih adil. Begitupun bagi petani, mereka juga harus memahami bahwa pemilik 

lahan tentu juga membutuhkan keuntungan finansial oleh sebab lahannya telah 

digunakan. Dengan begitu, mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan seikhlas 

mungkin tanpa menuntut keuntungan yang berlebih. Berdasarkan uraian diatas 

peneliti tertarik untuk mengetahui sistem bagi hasil petanian yang dijalankan oleh 

masyarakat di Kabupaten Sidrap. 

Tanaman Padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan 

cukup penting bagi perekonomian yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan 

pokok masyarakat maupun sebagai mata pencaharian. Sulawesi Selatan merupakan 

provinsi yang terkenal sebagai salah satu penghasil tanaman padi di kawasan Timur 

Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi 

selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. 

Peranan tanah menjadi berambah penting seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk yang memerlukan pangan ataulahan untuk tempat tinggal, 

ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian 

sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap untuk menggantungkan hidup 

mereka. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian bagi hasil pertanian yang 

banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya kerena mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, begitu pula yang terjadi di 

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas terdapat 

beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang ? 

2. Bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten  Sidenreng Rapppang ? 

3. Bagaimana dampak dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten  Sidenreng 

Rapppang ? 

4. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di 

Kabupaten  Sidenreng Rapppang ?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

2. Mengetahui sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rapppang 

3. Mengetahui aampak yang ditimbulkan dari sistem bagi hasil pertanian di 

Kabupaten  Sidenreng Rapppang 

4. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam dari sistem bagi hasil pertanian di 

Kabupaten  Sidenreng Rapppang 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Menselaraskan akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

2. Menselaraskan sistem dan akad dalam bagi hasil pertanian di Kabupaten 

Sidenreng Rapppang 

3. Meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari sistem bagi hasil pertanian di 

Kabupaten  Sidenreng Rapppang 

4. Menselaraskan tinjauan hukum ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian 

di Kabupaten  Sidenreng Rapppang.  
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Penelitian tentang sistem bagi hasil telah di lakukan oleh beberapa peneliti 

di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pertama, ditulis Arbain yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di 

Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).” Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) kerjasama bagi hasil usaha pabbagang 

di Desa Waetuoe merupakan kerjasama bentuk perkongsian, dimana setiap 

anggota menanamkan modal dalam satu usaha, dari setiap anggota bentuk 

penanaman modalnya tidak sama, ada yang banyak dan ada yang memiliki 

modal sedikit, bentuk kerjasamanya pun disesuaikan dengan modal yang 

dimiliki begitu pula dengan pembagian hasilnya disesuaikan dengan porsi 

modal yang sudah disepakati. Kerjasama bagi hasil pabbagang di Desa Waetuoe 

termasuk kategori Syirkah Inan. (2) Tinjauan Hukum Islam dalam sistem bagi 

hasil usaha pabbagang di Desa Waetuoe termasuk dalam Syirkah Ina. Hal ini 

dapat dilihat dari penanaman modal setiap anggota. Pelaksanaan praktik Syirkah 

Inan ini telah sesuai dengan syarat dan rukunya, dalam kerjasama setiap 

anggota tidak ditemukan syarat dan hukum yang terlanggar. Pembagian hasil 

keuntungan maupun kerugian dibagi dan ditanggung secara merata sesuai 

dengan banyak presentase modal yang dimiliki
13

. 

Hubungan penelitian dengan yang diteliti oleh Arbain memiliki 

persamaan jenis penelitian kualitatif, disamping itu adanya persamaan yang 

membahas tentang sistem bagi hasil. Namun penelitian ini berbeda dengan 
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 Arbain, “Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang 

(Analisis Hukum Islam)”, Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

Dan Ilmu Hukum Islam IAIN parepare 2014, h. xi. 
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penelitian sebelumnya, letak perbedaannya terdapat pada penanaman modal 

yang mana modalnya berasal dari para anggota sesuai dengan kesepakatan 

masing-masing anggotanya. Sedangkan dalam penelitian ini modal dalam 

pengelolaan sawah  ini modalnya berasal dari pemilik lahan. 

2. Kedua, ditulis oleh Sarina, yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan 

Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan di Desa 

Janggurara yaitu pada penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh 

keuntungan. Dilakukan dua macam cara yaitu, (a) kerjasama dengan sistem bagi 

hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% : 50% dari keuntungan dengan 

persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. (b) 

Kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil menggunakan 50% : 50% 

dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya ditanggung oleh pengelola. 

(2) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janggurara, 

yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Jika dikaitkan dengan hukum 

ekonomi Islam maka sebagian telah sesuai, karena telah memenuhi persyaratan 

bagi hasil dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Terkecuali 

pelaku kerjasama yang membebankan biaya pengelolaan kepada pengelola. 

Maka dianggap tidak sesuai dengan aturan sistem bagi hasil dalam Islam, 

utamanya dalam hukum Mudharabah.
14

 

Hubungan yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan peneliti yang 

dilakukan  adalah  persamaan  jenis  penelitian  deskriptif   kualitatif. Selain itu 

penelitian ini memeiliki persamaan topik pembahasan tentang bagi hasil yang 

mana biaya pengelolaannya ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan 
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 Sarina, “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang” 

(Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: parepare, 2017), h. xi. 
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semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. Namun, penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian 

sebelumnya yang diteliti oleh Sarina meneliti tentang sistem bagi hasil 

pengelolaan sapi ternak. Sedangkan dalam penelitian in, meneliti tentang sistem 

bagi hasil pengelolaan sawah. 

3. Ketiga, ditulis Arham yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Petani Dalam 

Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten 

Barru” hasil penelitian menunjukkan bahwa: (Bagi hasil panen di Desa Binuang 

menerapkan sistem kerjasama dalam bentuk Muzara‟ah dan pembagian hasil 

dilaksanakan menurut adat setempat. Cara pembagian hasil panen padi 

dilakukan sesuai dengan Fiqih Muamalah yaitu, dengan menerapkan bagi hasil 

1:1 dengan tidak terdapat unsur penipuan serta dilakukan secara lisan dengan 

mempertimbangkan dibandingkan dengan secara tertulis. (2) Sistem konsep 

Muzara‟ah dalam Fiqih Muamalah dengan alasan untung ruginya usaha tani di 

tanggung bersama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. (3) Faktor 

yang mempengaruhi produktifitas hasil panen padi Desa tersebut adalah (a) 

pengelolaan tanah sawah yang masih tradisional; (b) kondisi dan lokasi tanah 

yang jauh dari pemukiman; dan (c) kurangnnya pemahaman masyarakat 

terhadap sawah produktif.
15

 

Hubungan penelitian yang diteliti oleh Arham memiliki persamaan jenis 

penelitiaan kualitatif, persamaan membahas tentang sistem bagi hasil. Namun 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak perbedaannya 

terdapat pada sistem bagi hasil petani dalam perspektif Fiqih Muamalah 

sedangkan pada penelitian ini yaitu sistem bagi hasil dalam perspektif hukum 
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 Arham, “Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang 

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 
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ekonomi Islam. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori  Sistem 

a. Defenisi Sistem 

Istilah sistem sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau 

cara, dan sesuatu himpunan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain 

menjadi satu kesatuan yang utuh. Teori sistem yang pertama kali diuraikan oleh 

Kenneth Boulding terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap 

bagian yang membentuk sebuah sistem, kecenderungan manusia yang mendapat 

tugas memimpin suatu organisasi adalah bahwa dia terlalu memusatkan perhatian 

kepada salah satu komponen saja dari sistem organisasi. Teori sistem mengatakan 

bahwa setiap unsur pembentuk organisasi  adalah penting dan harus mendapat 

pethatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif. 

Teori sistem menurut Gordon B. Davis, organisasi dipandang sebagai suatu 

kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam hal ini 

manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang 

merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas, dengan demikian teori 

sistem ini dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dalam organisasi akan 

mempengaruhi kegiatan bagian lain.
16

 

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian 

yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling 

berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan 

pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada 

                                                           
16

 Nur Ma‟ruf, Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati 

Gede Siduarjo” (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009), 
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lingkungan yang kompleks. Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai 

macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau 

mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya 

dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya Hal 

tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang 

mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, 

menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan 

yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana 

sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.
17

 

Lebih lanjut, berikut pengertian sistem menurut para ahli :  

1) Arifin Rahman mengatakan bahwa Sistem dalam kamus Webster New 

Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata “syn” dan “Histanai” berasal dari 

bahasa Yunani, artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Arifin 

Rahman bahwa Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat 

(Collection of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk 

satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.  

2) Ludwig Von Bertallanffy menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu 

kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi.  

3) Fagen Dan A.HAll menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu 

kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut atau 

Understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship 

between the objeck, serta hubungan antara sifat yang mereka punya (the 

relationship between their properties).
18
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem merupakan suatu 

integrasi beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan kerja yang utuh dan 

saling berinteraksi satu sama lain untuk suatu tujuan tertentu. 

b. Unsur-Unsur Sistem  

Sistem terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait. Untuk dapat mengetahui 

apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur 

utama yakni sebagai berikut : 

1) Adanya kumpulan objek 

2) Adanya hubungan interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.  

3) Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu satu 

kesatuan.  

4) Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.  

5) Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.
19

  

Unsur-unsur sistem di atas memprakarasai lahirnya suatu capaian tujuan 

yang sebelumnya menjadi rencana kerja. Sistem yang terdiri atas beberapa objek 

yang saling berinteraksi hingga melahirkan satu kesatuan konsep pada tatanan kerja 

suatu entitas perusahaan sehingga tujuan perusahaan atau organisasi dapat 

terpenuhi dengan baik. Uraian ini memberikan suatu gambaran penuh bahwa sistem 

pada dasarnya merupakan susunan komponen yang saling mengait satu sama lain. 

c. Ciri-ciri Sistem  

Adapun ciri-ciri sistem terbagi atas 8 bagian, yaitu sebagai berikut: 

1) Komponen Sistem 

Sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, yang berarti 

saling berkerjasama untuk membentuk satu kesatuan. Pada komponen sistem 

tersebut terdiri atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem.  
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2) Batasan Sistem (Boundary) 

Batasan sistem termasuk daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan pada sistem tersebut 

memungkinkan suatu sistem itu dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu 

sistem menampilkan ruang lingkup atau scope pada sistem tersebut.  

3) Lingkungan Luar  

Sistem Lingkungan luar sistem yaitu diuar batas dari sistem yang telah 

mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan bisa saja bersifat 

menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang tidak menguntungkan mesti 

dijaga dan dikendalikan, kalau tak akan mengganggu kelangsungan hidup dari 

sistem tersebut. 

4) Penghubung Sistem (Interface)  

Penghubung sistem adalah media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya. Lewat penghubung tersebut maka dapat memungkinkan 

sumber-sumber daya akan mengalir dari subsistem kepada subsistem yang 

lainnya. Output atau keluaran dari subsistem akan menjadi input atau masukan 

untuk subsistem yang lainnya lewat penghubung.  

5) Masukan Sistem atau Input  

Masukan yaitu energi yang dimasukkan pada suatu sistem yang bisa berupa 

perawatan atau maintenance input dan signal input atua masukan sinyal. 

Maintenance Input merupakan energi yang dimasukkan supaya sistem bisa 

berjalan atau beroperasi. Signal input merupakan energi yang telah diproses 

untuk memperoleh keluaran. Contoh, suatu sistem program komputer merupakan 

maintenance input sedangkan data yaitu signal input untuk mengolah menjadi 

informasi.  

6) Keluaran Sistem atau Output 
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Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi output yang bermanfaat dan sisa pembuangan. Contoh, komputer yang 

menghasilkan panas termasuk sisa pembuangan, sedangkan informasi 

merupakan keluaran yang dibutuhkan.  

7) Pengolah Sistem 

Suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan 

menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku tersebut menjadi 

bahan jadi. Sistem akuntantsi akan mengolah data menjadi beberapa laporan 

keuangan.  

8) Sasaran Sistem  

Suatu sistem pasti memiliki goal atau tujuan atau sasaran berupa objek. Sasaran 

dari sistem tersebut sangat menentukan masukan atau input yang dibutuhkan 

oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.
20

 

 Ciri-ciri sistem ini membentuk satuan yang saling terkait antara komponen 

satu dengan yang lainnya. Mula-mula sistem terdiri dari masukan atau input hingga 

membentuk suatu pola kerja yang disebut proses hingga dari pengolahan tersebut 

melahirkan output sebagai akibat dari sistem. Hasil akhir dari sistem yakni tujuan 

berupa objek. 

2. Teori Bagi Hasil 

a. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut 

terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit 

sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit 
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sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai 

dari suatu perusahaan.” Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu 

bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-

tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.
21

 

Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau 

badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di 

bagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama.
22

 

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda, dikatakan bahwa bagi hasil merupakan 

transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan orang-orang pribumi 

diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan 

tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang 

seimbang.
23

  

Pengertian bagi hasil menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut : 

1) Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah, 

menjelaskan tentang pengertian bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha 

untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya 

seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).
24

  

2) Mubyarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pertanian, 

mendefenisikan bagi hasil sebagai suatu jenis kerja sama antara pemilik modal 

atau tanah dengan penggarap.
25

 Sedangkan menurut Soerojo Wirdjopoero 
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mengatakan bahwa dasar dari pada transaksi bagi hasil adalah pemilik tanah 

ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya tapi ia 

tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.
26

 

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup lokasi 

saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba 

perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham saham 

sampai pada jumlah tertentu dimana yang akan datang pada tingkat harga sekarang, 

sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari 

pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan 

dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh keuntungan.
27

 

Bagi hasil umumnya didefenisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua 

pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan 

perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara 

universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan 

yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian 

yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya 

kepada pemilik tanah.
28

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi 

hasil yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada 

dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. 

Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya 
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dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan 

harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil 

nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal 

panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk 

mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong- 

menolong diantara mereka. 

b. Landasan Hukum Bagi Hasil  

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam 

namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan 

untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, 

maka diadakanlah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. 

Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-

menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan 

secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.
29

 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al Ma‟idah/5 : 2 sebagai berikut : 

َ شَذِيْذُ اىْعِقَابِ وَذعََاوَّىُْا عَيًَ اىْثِشِّ وَاىرَّقْىٰيۖ وَلََ …  َُّ اللّٰه َ ۗاِ ُِ وَۖاذَّقىُا اللّٰه ٌِ وَاىْعذُوَْا ثْ  ذعََاوَّىُْا عَيًَ الَِْ

Terjemahnya : 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, 

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
30

 

Ayat di atas menjelaskan legalitas dalam bentuk muamalah yang dilakukan. 

Bahwa dalam bermuamalah, tolong menolong merupakan anjuran dari Allah swt, 
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sehingga segala hal yang mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan bisa 

dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah akad bagi hasil yang dilakukan antara dua 

pihak yang saling membutuhkan. 

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga 

dengan hak menggarap yaitu: Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas 

tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua 

belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil 

tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar 

terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan 

hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.
31

 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Pasal 1 Menyatakan 

bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang 

diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada 

pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan 

perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk 

menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian 

hasilnya antara kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah hasil usaha pertanian 

yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi 

biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. 

c. Perjanjian yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil (Mudharabah) 

Akad atau al-aqd yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana 

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan 

ikatan) sesuai dengan kehendak syari‟ah yang berpengaruh pada objek  
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perikatan.
32

Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh 

para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau 

akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat 

terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala 

akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam surat Al-Ma‟ida/5:1 sebagai berikut : 

ا يرُيًْٰ عَييَْ  ٍَ ًِ الََِّ  ّْعَا حُ الََْ ََ ٌْ تَهِيْ ا اوَْفىُْا تِاىْعقُىُْدِۗ احُِيَّدْ ىنَُ ْىُْٰٓ ٍَ َِ اٰ َ يٰٰٓايَُّهَا اىَّزِيْ َُّ اللّٰه ً ۗ اِ ٌْ حُشُ ّْرُ يْذِ وَاَ حِيًِّ اىصَّ ٍُ ٌْ ؼَيْشَ   نُ

ا يُشِيْذُ  ٍَ  ٌُ  يَحْنُ

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu 

hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau 

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia 

kehendaki.
33

 

Berdasarkan ayat di atas, dalam hal perjanjian juga diharapkan 

mempersaksikan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka 

boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan ketentuan Al-

Qur‟an yakni QS. Al-Baqarah (282). Perjanjian ini ditujukan agar memudahkan 

dalam mengingat perjanjian apabila terjadi kekeliruan nantinya, juga memudahkan 

apabila ada saksi-saksi yang berhalangan datang dalam persaksian, maka dapat 

diganti oleh saksi yang lain.
34

 

Menurut Syafi‟i Antonio, dalam bukunya yang berjudul bank syari‟ah 

mengatakan bahwa, dalam dunia perbankan secara umum terdapat empat akad 

dalam prinsip bagi hasil yaitu: Al-mudharabah, Al-musyarakah, Al-muzara‟ah dan 
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Al-musaqah.Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan 

adalah Al-musyarakah dan Al-mudharabah sedangkan Al-muzara‟ah dan Al-

musaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (plantation 

financing).
35

 Berikut diuraikan konsep-konsep akad dalam sistem bagi hasil : 

1) Al-Mudharabah 

Al-mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. 

Akad al-mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak 

dengan kerja dari pihak lain. Akad al-mudharabah telah dikenal oleh umat muslim 

sejak zaman Nabi saw., bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum 

turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia 

melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi 

hukum Islam, maka akad mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al-qur‟an, 

Sunnah, maupun Ijma.
36

 

Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian keuntungan sering 

dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian 

meningkatkan produktivitas. Mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, 

pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan 

menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus 

melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua 

pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan 

proyek. 

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara 

shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang 
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berkaitan dengan bisnis mudlarabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, 

dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi 

antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati 

sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada 

pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah 

dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian 

akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.
37

 Secara sederhana dapat 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian 

pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

tanah itu. 

Adapun pengertian lain bahwa Al-mudharabah adalah sebagai akad antara 

pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola untuk memperoleh 

pendapatan atau keuntungan dimana pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.
38 

Sebagai dasar mengenai 

Al-Mudharabah tersebut dapat dipahami dari firman Allah swt. dalam QS. Al-

Muzzammil/73: 20 berikut ini : 

 … ِ ِْ فَضْوِ اللّٰه ٍِ  َُ َُ فًِ الَْسَْضِ يثَْرؽَىُْ َُ يَضْشِتىُْ  …وَاٰخَشُوْ

Terjemahnya : 

Orang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.
39

 

Al-Maraghi mengemukakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk agar 

memberikan pinjaman yang baik dengan jalan menafkah harta di jalan kebaikan 

untuk individu-individu dan golongan-golongan, sehingga membawa manfaat bagi 
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mereka dalam kemajuan peradaban dan sosial.
40 

Indikasi Al-Mudharabah yang dimaksud pada ayat tersebut ialah akad antara 

kedua belah pihak untuk salah seorangnya, yaitu salah satu pihak memberikan 

modal kepada pihak lainnya untuk menjalankan suatu usaha, dan keuntungan dari 

hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.
41

 

2) Rukun dan Syarat Perjanjian Mudharabah  

Perjanjian mudharabah memiliki beberapa rukun dan syarat-syarat sebagai 

berikut :
 

a) Rukun mudharabah yaitu: 

(1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

(2) Objek mudharabah (modal dan kerja) 

(3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul) 

(4) Nisbah keuntungan 

b) Syarat-syarat Mudharabah yaitu: 

(1) Mempunyai hak yang sama atas keuntungan yang mungkin didapatkan 

dari usaha yang dijalankan, dalam presentase tertentu yang disepakati 

kedua belah pihak. 

(2) Pengelola tidak memberi kontribusi sedikitpun atas modal yang diperlukan 

dalam menjalankan bisnis, 100% dari shahibul maal. 

(3) Presentase yang mungkin akan didapatkan harus ditentukan dengan jelas, 

misalnya 60:40. 

(4) Pengelola merupakan orang yang dapat dipercaya (amanah). 

(5) Pengelola tidak dibebankan atas kerugian bisnis, apabila kegagalan 

tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. 
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(6) Segala biaya administrasi yang berhubungan dengan bisnis yang 

dijalankan, akan ditanggung oleh shahibul maal, pengelola tidak 

menanggung biaya apapun yang berhubungan dengan bisnis. 

3) Ketentuan Umum Al-Mudharabah 

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam 

manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati- 

hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.
42

 

Ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 

a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus 

diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya 

dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas 

tahapannya dan disepakati bersama. 

b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan 

dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari 

keuntungan proyek. 

c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan 

atau waktu yang disepakati. 

d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak 

mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan 

sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran 

kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. 

3. Teori Ekonomi Syariah 

a. Pengertian Ekonomi Syariah 

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal ini 
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saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian 

tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan 

multidimensional. Menurut Rahmat Soemitro
43

 Hukum ekonomi adalah 

keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu 

personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana 

kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. 

Para ahali ekonomi Islam telah memberikan defenisi ekonomi Islam dengan 

ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji 

secara seksama terhadap defenisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal 

yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, 

meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa 

yang telah disyariatkan oleh Allah swt. Pengertian tentang ekonomi Islam menurut 

beberapa ahli: 

1) Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah 

“sosial scince which studies the economics problems of people imbued with the 

values of Islam” (Ekonimi Islam adalah ilmu pengertahun sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai 

Islam).
44

 

2) Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah 

“the Muslim thinkers response to the economics challenger of thair times. This 

response is naturallu inspired bay the teaching of Qur‟an and sunnah as well as 

rooted in them.” (Ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam (Muslim) 
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terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha ini mereka 

dibantu oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman).
45

 

Apabila merumuskan penertian ekonomi syariah dalam persi undang- 

Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 

1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/ atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: 

Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi 

syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah 

syariah, sekuriti syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah dana pensiun 

lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.
46

 

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut dapat dietahui bahwa ilmu ekonomi 

Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian 

keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai 

konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi 

Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode- 

metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai 

menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia. 

b. Prisip-Prinsip Ekonomi Syariah 

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, 

meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi subtansinya sama satu lain. Disini 

disebutkan beberapa prisip dasar terhadap rancang bangun ekonomi syariah. 

Menurut Muhammad bangunan ekonomi Islam diletakkan pada pondasi yaitu 

ketuhanan (ilahiah), keadialan (al-„adl), kenabian (al-nubuwah), pemerintahan (al-
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khalifah), dan hasil (al-ma‟ad) atau keuntungan.
47

 Kelima pondasi hendaknya 

menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi atau teori-teori ekonomi Islam, berikut 

diuraikan  prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. 

1) Nilai Ketuhanan (Iilahiah) 

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan 

tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (limardhatillah). Oleh karena 

itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, 

konsumsi, dan pemasaran harus senangtiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan 

harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya. 

2) Nilai Keadilan (al-‘adl) 

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan 

ekonomi Islam adalah keadilan. Berprilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada 

al-Qur‟an dan al-Hadist, tetapi didasarkan pula pada perkembangan hukum alam, 

yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat 

diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, 

perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang 

dikeluarkan. 

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah tersebut haruslah 

dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka 

penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah 

ruh dari penetapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan 

dalam kehidupan manusia. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat 

zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud 
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adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (wud‟u al-syai‟ala 

makanih) dengan demikian, keadilan merupakan komponen penting dalam 

mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Firman 

Allah swt.telah menyebutkan, dalam Q.S. An-Nahl/16: 90 berikut ini : 

ُِ وَاِ  حْسَا شُ تِاىْعَذهِْ وَالَِْ ٍُ
َ يَأْ َُّ اللّٰه ٌْ ۞ اِ ٌْ ىعََيَّنُ ْْنَشِ وَاىْثؽَْيِ يعَِظُنُ َُ ِِ اىْفَحْشَاۤءِ وَاىْ ْْهًٰ عَ يْراَۤئِ رِي اىْقشُْتًٰ وَيَ

 َُ  ذزَمََّشُوْ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.

48
 

Berdasarkan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata al-„adl 

dalam ayat ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yakni lurus dan 

sama, bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus 

dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran gandar. 

Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang 

salah dalam kehidupannya. Aplikasi dari tindakan adil ini seyogianya diikuti 

dengan perbuatan baik dalam segala tindakannya. 

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan 

meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (kelebihan dana) dengan orang 

yang membutuhkan modal (dana). Islam juga tidak menganjurkan kesamaan 

ekonomi sebagaimana yang dianut oleh kaum sosialis, Islam mengakui adanya 

ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang sebagaimana yang telah difirmankan 

oleh Allah swt. dalam Q.S. Az-Zukhruf/43: 32 berikut ini : 

ّْيَاۙ وَسَفَعَْْا تعَْ  ٌْ فًِ اىْحَيٰىجِ اىذُّ عِيْشَرهَُ ٍَّ  ٌْ َْا تَيْْهَُ َْ ُِ قَسَ دَ سَتلَِّۗ َّحْ ََ َُ سَحْ ىْ َُ ٌْ يقَْسِ ٌْ فىَْقَ تَعْطٍ دسََجٰدٍ ىِّيرََّخِزَ اهَُ ضَهُ

ا يَجْ  ََّ ٍِّ دُ سَتلَِّ خَيْش   ََ ٌْ تعَْضًا سُخْشِيًّاۗ وَسَحْ َُ تعَْضُهُ عىُْ ََ 

Terjemahnya: 
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Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.

49
 

Ayat di atas menekankan sifat keadilan-Nya, bahwa Allah swt telah 

memberikan aturan atas kehidupan manusia di dunia, termasuk dalam hal ini adalah 

kehidupan ekonomi. 

3) Nilai Kenabian (al-Nubuwah) 

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi 

Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad saw adalah sebagai sentral pembawa syariat 

Islam di dunia ini. Kenabian bukan merupakan martabat atau derajat yang diperoleh 

melalui usaha atau warisan. Allah swt yang mempunyai hak prerogatif untuk 

memilih umat-Nya menjadi Nabi atau Rasul. Dalam dri Nabi Muhammad saw 

bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, 

termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad saw mempunyai kepribadian 

yang agung dan sempurna (perfect personality) dengan karakter utama. Beliau 

merupakan penjelma segala nilai-nilai, tidak hanya manusia terbaik tetapi juga 

terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cermin sebenarnya dari ajaran-

ajaran Al-Qur‟an. 

Nabi Muhammad saw. adalah seorang pedagang yang ulung, Beliau dalam 

menjalankan perekonomiannya selalu memerhatikan hubungan pedagang dengan 

konsumen. Beliau tidak pernah bertengkar dengan para konsumen dan semua orang 

yang berhubungan bisnis dengan Beliau selalu merasa senang, puas dan percaya 

akan kejujurannya. Tidak seorang[un merasa khawatir tertipu atau dirugikan 

berhubungan bisnis dengan Nabi Muhammad saw. 
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4) Nilai Pemerintahan (Al-Khalifah) 

Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran 

manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan 

manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian. 

Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai bagian dari 

umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, 

ekonomi dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan 

ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadaannya di 

muka bumi, yaitu sebagai agent of development. 

5) Hasil atau Keuntungan (al-Ma’ad) 

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah swt 

dalam Q.S. Al-Qasas/28:77 berikut ini : 

ْْسَ  خِشَجَ وَلََ ذَ ُ اىذَّاسَ الَْٰ آٰ اٰذٰىلَ اللّٰه ََ ُ اِىيَْلَ وَلََ ذثَْػِ اىْفسََادَ فًِ وَاتْرػَِ فيِْ َِ اللّٰه آٰ احَْسَ ََ ِْ مَ ّْيَا وَاحَْسِ َِ اىذُّ ٍِ َّصِيْثلََ 

 َِ فْسِذِيْ َُ َ لََ يحُِةُّ اىْ َُّ اللّٰه  الَْسَْضِ ۗاِ

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan.

50
 

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt.memperingatkan kepada manusia bahwa 

kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah 

kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagian, kesenangan 

dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka manusia hendaknya tidak menjadikan dunia 

sebagai tujuan pokok dan tidak selayaknya hanya mementingkan kehidupan dunia 

saja, tetapi juga harus memerhatikan kehidupan jangka panjang di akhirat nanti. 
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Oleh karena itu, manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh 

keuntungan (ma‟ad) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, 

yaitu kehidupan dunia dan akhirat.
51

 

Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi 

selalu tolong-menolong dalam hal keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang 

melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan 

bencana kepada umat manusia. 

Hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara‟ memuat 

prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia 

yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini 

mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi. 

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqih al-

muamalah, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu: 1. Pada asalnya 

aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2. 

Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (an taradlin), 3. 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak 

madharat (Jalb al-mashalih wa dar‟u al- mafasid), dan 4. Dalam aktivitas ekonomi 

itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan 

derdasarkan syara‟. 

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi 

pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum 

ditemukan nash Al-qur‟an dan Al-hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika 

ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad 

muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara‟. Prinsip hukum ekonomi 
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Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di 

dalam Al-qur‟an dan Al-hadits. 

Prinsip hukum ekonomi Islam yang kedua adalah muamalah, hendaknya 

dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak 

manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka 

aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara. 

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat 

bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang 

dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. 

Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi 

tujuan-tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila 

ternyata aktivitas ekonomi itu dapatkan mendatangkan maslahat bagi kehidupan 

manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus 

dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu 

pula harus dihentikan. 

4. Teori Akad (Perjanjian) 

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indenesia disebut ”akad” dalam hukum 

Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqad, yang berarti mengikat, menyambung 

atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa 

defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian) : 

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan diijabkan 

oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat 

hukum pada objek akad. Lebih lanjut Menurut Syamsul Anwar, akad adalah 

pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
52

 

                                                           
52

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih 

Muamalat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68. 



35 

 

 

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan ijab dan Kabul antara kedua 

belah pihak atau pihak lain yang menimbulkan suatu perjanjian atau kesepakatan 

hukum pada objek akad. Dalam bidang pertanian terdapat dua akad yang dianjurkan 

agama islam dalam melakukan suatu akad kerja sama dengan sistem bagi hasil 

yaitu al- Muzara‟ah dan al-Musaqah. Dimana akad-akad ini sudah pernah 

dilakukan atau dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah 

memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) 

untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Juga 

diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab 

senantiasa mengolah tanahnya secara Muzara‟ah dengan rasio bagi hasil 1/3 : 2/3, 

1/4 : 3/4, 1/2 : 1/2. 

Musaqah berbeda dengan muzara‟ah yaitu dari segi bahwa dalam musaqah 

aktivitas yang dilakukan hanya menyangkut segala hal yang berkaitan dengan 

masalah pengairan (penyiraman) dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas diluar 

itu. Sedangkan penggarap dalam muzara‟ah aktivitasnya mencakup seluruh 

pengelolaan mulai dari membajak, menanami, memupuki, menyirami, menyiangi 

dan memanen tanaman tersebut.
53

 Dari sini terlihat perbedaan yang nyata antara 

musaqah dengan bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap (muzara‟ah). 

a. Al-Muzara’ah 

Al-muzara‟ah berasal dari kata az-zar‟u yang artinya ada dua cara, yaitu 

menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat 

dijelaskan bahwa al-muzara‟ah adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah 

pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan 
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memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara 

dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau 

gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas 

usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.
54

 

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa muzara‟ah yaitu suatu bentuk kerja 

sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana 

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan 

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
55

 Dalam 

muzara‟ah pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah 

hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. 

Adapun pengertian muzara‟ah yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh 

salaf yaitu: 

1) Menurut ulama Hanafi, muzara‟ah menurut pengertian syara‟ adalah suatu akad 

perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari 

penghasilan tanah itu. Dalam bidang kerja sama ini, penggarap boleh bertindak 

sebagai penyewa untuk menanami tanah dengan imbalan biaya dari sebagian 

hasil tanamannya dan boleh juga pemilik lahan hanya mempekerjakan petani 

dengan upah dari hasil sebagian tanaman yang tumbuh pada tanah itu. 

2) Menurut ulama Maliki, muzara‟ah menurut pengertian syara‟ adalah perjanjian 

kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini, 

pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, upah dari 

pengelolaan itu diambil dari hasil tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. 

Jika pemilik lahan ikut membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, 

maka si penggarap mendapat upah boleh berupa sebagian dari tanah dan 
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tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. 

3) Menurut ulama Syafi‟i, muzara‟ah adalah kerja sama antara pemilik tanah 

dengan petani penggarap untuk menggarap atau mengelola lahan itu dengan 

upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaannya. Dalam hal ini, bibit atau 

benih berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya membuka lahan, menanami, 

dan memeliharanya hingga memperoleh hasil. 

Berdasarkan pengertian-pengertian muzara‟ah menurut ulama fiqih salaf di 

atas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut muzara‟ah adalah perjanjian kerja 

sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya 

diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan, dan pembagian hasilnya 

tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Rasulullah s.a.w. bersabda 

yang artinya sebagai berikut: 

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barang siapa 

yang memiliki tanah maka hendaknya menananaminya atau 

memberikannya kepada saudaranya, jika tidak mau maka boleh 

menahannya).” (HR. Muslim).
56

 

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di atas, bahwa 

bagi hasil dengan sistem muzara‟ah itu dibolehkan. Dalam melakukan akad al-

muzara‟ah ada beberapa rukun dan syarat- syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1) Rukun muzara‟ah, yaitu: 

a) Pemilik lahan 

b) Petani penggarap (pengelola) 

c) Objek muzara‟ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola 

d) Ijab dan kabul 

2) Syarat-syarat muzara‟ah 

a) Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka dapat 
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bertindak atas nama hukum. 

b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan 

menghasilkan. 

Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu: 

1) Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan 

menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu. 

2) Batas-batas lahan itu jelas. 

3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan 

tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. 

Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu: 

1) Pembagian hasil panen harus jelas. 

2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada 

pengkhususan. 

3) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari 

perselisihan nantinya. 

Muzara‟ah berakhir karena beberapa hal, yakni sebagai berikut:
57

 

1) Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan 

transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh 

(tidak mengikat). 

2) Apabila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang 

mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau 

walinya yang menggantikan posisinya. 

3) Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan 

akad muzara‟ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat hutang sehingga lahan 

itu harus dijual. 
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4) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan. 

b. Al-Musaqah 

Al-Musaqah secara etimologi berasal dari kata Saqa - Saqy yang berarti As-

Saqy yang artinya penyiraman atau pengairan.
58

 Diberi nama ini karena pepohonan 

penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur- sumur. 

Karena itu diberi nama Musaqah (penyiraman dan pengairan). 

Menurut shara,‟ musaqah berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman 

kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon 

masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Ia merupakan 

persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Dimana pohon berada pada 

satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah 

yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan persentase yang mereka sepakati, 

misalnya: setengah, sepertiga atau lainnya.
59

 

Berdasarkan arti kata di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Al-musaqah 

adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana 

aktivitas yang dilakukan pengelola hanya menyangkut segala hal yang berkaitan 

denganmasalah pengairan dan penyiraman dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas 

diluar itu, namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
60

 Akad 

ini sangat dibutuhkan oleh pemilik lahan dan penggarap, utamanya bagi penggarap 

yang tidak memiliki modal atau lahan pertanian untuk bertani dan pemilik lahan 

yang mempunyai modal atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan 

dalam mengelola. 

Sejalan dengan pemaknaan dalam konteks kebahasaan tersebut, M. Ali 
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Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam 

menyatakan bahwa Musaqah adalah Akad (transaksi) antara pemilik lahan/tanaman 

dengan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada 

masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.
61

 

Adapun bentuk perjanjian antara kedua belah pihak tidak terikat dalam hal 

apakah perjanjian itu berbentuk bagi hasil atau tidak. Dimana biaya pekerjaan 

dalam pengelolaan dan perawatan tanaman sepenuhnya ditanggung oleh pemilik 

modal dan si pengelola berhak atas nisbah tertentu setelah panen yang 

pembagiannya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelum penanaman 

dimulai. 

1) Dasar Hukum Musaqah 

Menentukan hukum musaqah ibanyak perbedaan pendapat oleh para ulama 

fiqh. Musaqah disyari‟atkan berdasarkan sunnah. Para ahli fiqih sependapat 

bolehnya musaqah ini melihat hal ini dibutuhkan. Kecuali Abu Hanifah yang 

berpendapat tidak boleh, beliau mengatakan bahwa akad musaqah itu ketentuan 

dengan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak 

sah, karena musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan 

sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun.
62

 Dalam masalah ini, Abu Yusuf dan 

Muhammad (Sahabat Abu Hanifah), dan jumhur ulama (Imam Malik, Imam 

Syafi‟i, dan Imam Ahmad) membolehkan musaqah yang didasarkan pada 

muamalah Rasulullah saw. dengan orang Khaibar. Mereka berpegangan pada hadits 

shahih dari Ibnu Umar r.a, yang berbunyi: 

Artinya: 
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Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal di 

Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari 

penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman, maka Nabi saw. 

memberi isteri-isterinya seratus wasaq (1 wasaq = 60 sha‟. 1 sha‟ = 4 mud 

atau 2 ½ kg), delapan puluh wasaq kurma tamar dan dua puluh wasaq sya‟ier 

(jawawut). Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan kepada isteri-isteri 

Nabi saw. untuk memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian 

wasaq itu, maka diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang minta 

bagian hasilnyaberupa wasaq. A‟isyah r.a. telah memilih tanah. 

(HR.Muslim)
63

 

Hadits tersebut mengandung makna di antaranya adalah separuh dan 

memang ini yang dimaksudkannya. Dan buah-buahan bersifat umum yang 

mencakup tanaman yang berakar kuat dan berumur satu tahun keatas termasuk 

kurma, anggur dan lainnya.  

Kegiatan muamalah ini terus berjalan bersama Rasulullah saw dan Khalifah 

Abu Bakar, hingga tiba Khalifah Umar bin Khatab dan mengusir orang- orang 

Yahudi dari tanah Khaibar. Al-Bukhari meriwayatkan; bahwa orang Anshar pernah 

berkata kepada Rasulullah saw. yang artinya sebagai berikut : 

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, “orang-orang Anshar berkata kepada 

Rasulullah Wahai Rasulullah, bagikanlah ladang kurma kami, antara kami 

dan saudara-saudara kami (maksudnya para sahabat Muhajirin).” Beliau 

bersabda, “Tidak.” Lalu orang-orang Anshar itu berkata,” kalian memberi 

biaya perawatannya, lalu buahnya kita bagi bersama.” Maka kaum Muhajirin 

berkata, “kami patuh dan kami taat. (HR. Bukhari).
64

 

Orang-orang Anshar menginginkan melakukan kerja sama dengan orang- 

orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal itu 

kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul, 

bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, dan mereka berhak atas sebagian 

hasilnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka. 

Kitab Nailul Authar Al-Hazami menjelaskan bahwa “diriwayatkan dari Ali 
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bin Abi Thalib r.a. Abdullah bin Mas‟ud, Ammar bin Yasir, Said bin Al Musyyab, 

Muhammad bin Sirin, Umar bin Abduzis, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab Az Zuhri 

dan sejumlah tokoh, diantaranya Abu Yusuf Al Qadhi dan Muhammad bin Al 

Hasan, mereka mengatakan “kerja sama dalam pertanian dan musaqah dibolehkan, 

dengan imbalan buah atau tanaman”. Lebih lanjut mereka mengatakan, “boleh” 

akad kerja sama cocok tanam dan musaqah sekaligus. Pohon kurma disiram dan 

tanah ditanami, seperti yang berlangsung di Khaibar dan boleh pula akad dipisah 

satu-satu.
65

 

2) Rukun dan Syarat Musaqah 

 Adapun rukun-rukun Musaqah yaitu: 

a) Pernyataan perjanjian (shighat), shighat ini dapat dalam bentuk yang 

nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “siramlah pohon kurma 

atau pohon jeruk ini dengan bagi hasil sekian”. Dapat pula dalam bentuk   

kinayah   (konotasi   makna), misalnya  seseorang  mengatakan kepada 

orang lain “saya serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu 

mendapatkan hasil dari padanya”. 

b) Dua orang yang berakad disyaratkan bagi orang-orang yang berakad 

dengan ahli (mampu) untuk mengolah akad, seperti baliq, berakal dan 

tidak berada dalam pengampunan. 

c) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerja sama musaqah 

tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut. 

d) Adanya pekerjaan dan pengolahan sebab kerja sama musaqah tidak akan 

terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan 

sampai masa panen. 
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 Syarat-syarat Musaqah yaitu: 

a) Pernyataan perjanjian (shighat) penerimaan (qabul) itu disyaratkan dengan 

lapaz, tidak sah jika hanya dengan serah terima saja tanpa ada pengertian 

menunjukkan bahwa penyerahan dari pemilik modal sudah diterima oleh 

orang yang akan mengerjakannya (pengelola). 

b) Orang yang mengadakan akad disyaratkan orang cakap (berakal). 

c) Barang yang akan dikerjakan atau dikelolah itu harus jelas keberadaannya, 

ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan 

sebagainya. 

d) Pekerja disyaratkan yang bekerja adalah pekerja, tidak ada campur tangan 

pemilik. 

e) Bagian masing-masing pihak harus ditentukan, misalnya seperdua, sepertiga 

dan seterusnya. Tidak sah jika hanya dikatakan kalau andamengerjakan 

ini saya berikan sebagian karena arti sebagian itu tidak jelas. 

f) Pohon-pohon atau tanaman yang diakadkan (diperjanjikan) tidak ditentukan 

saja buat pekerja, sedangkan lainnya untuk pemilik. Penentuan seperti ini 

biasa menimbulkan ketidakjujuran sehingga nantinya terjadi 

kesalahpahaman antara kedua belah pihak. 

Akad musaqah ini batal jika rukun dan syarat-syaratnya tidak 

dipenuhi, misalnya: 

a) Orang yang mengerjakan harus sendirian (penggarap), tidak dengan pemilik 

modal, kalau dikerja bersama-sama maka batallah perjanjian musaqah ini. 

b) Waktunya harus ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan maka perjanjian 

musaqah ini juga dianggap batal. 

c) Penentuan bagian pemilik modal dan penggarap harus ditentukan sebelum 

penanaman berlangsung, karena jika tidak perjanjian juga dianggap batal. 
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Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, dapat diberikan penjelasan bahwa 

dalam perjanjian musaqah yang sah yaitu, dimana si pengelola atau penggarap 

hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman, sedangkan pemilik 

lahan bertanggung jawab atas biaya pengelolaan. Oleh karena itu, dalam hal 

kesepakatan dan bagi hasil, harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, 

agar tidak terjadi suatu ketidakjujuran atau kesalahpahaman dalam perjanjian 

tersebut. 

3) Berakhirnya akad Al-musaqah 

Menurut ulama fiqh, berakhirnya akad al-musaqah itu apabila 

sebagai berikut : 

a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Jika waktu telah 

habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan 

tetapi, jika penggarap meneruskan bekerjanya diluar waktu yang telah 

disepakati, ia tidak akan mendapatkan upah. 

b) Meninggalnya salah seorang yang berakad. Jika penggarap meninggal, ahli 

warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak 

rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan 

pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila 

kedua yang berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli 

waris penggarap, jika ahli waris menolak, musaqah diserahkan kepada pemilik 

tanah. 

c) Membatalkan, baik ucapan secara jelas atau adanya uzur. Diantara uzur yang 

dapat membatalkan musaqah yaitu penggarap dikenal sebagai pencuri yang 

dikwatirkan akan mencuri buah-buahan yang akan digarapnya, dan penggarap 

sakit sehingga tidak dapat bekerja. 

 Dalam udzur disini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad al- 
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musaqah itu dapat diwarisi atau tidak: 

a) Ulama Malikiyah: bahwa akad al-musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, 

jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada 

udzur dari pihak petani. 

b) Ulama Syafi‟iyah: bahwa akad al-musaqah tidak boleh dibatalkan meskipun 

ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib 

petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu. 

c) Ulama Hanabilah: bahwa akad al-musaqah sama dengan akad al- muzara‟ah, 

yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak, maka dari itu masing-

masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan 

setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani sesuai 

dengan kesepakatan yang telah ada. 

C. Tinjauan Konseptual 

Penelitian ini berjudul “Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian di 

Kabupaten Sidenreng Rapppang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)” Untuk 

memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian defenisi 

operasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini 

sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian. 

1. Sistem 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur 

yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Secara 

etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti: (1) 

keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) hubungan yang 

berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. 

2. Bagi Hasil 

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi 
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hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan tanah itu. 

3. Akad 

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, “pertemuan ijab dan Kabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum 

pada objeknya
66

 

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama selama 

kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahsat yang baik terhadap dirinya dan 

masyarakat banyak. Begitu halnya dengan Sistem bagi hasil dalam bidang 

pertanian kajian ekonomi islam (studi kasus petani dan pemilik lahan di kabupaten 

sidrap). Selanjutnya yang diketahui dalam Islam bagi hasil pengelolaan lahan 

pertanian ada 3 macam yaitu Muzara‟ah, Mudharabah, dan Musaqah. Dalam 

penelitian ini akan membahas mengenai penyelidikan ekonomi syariah terhadap 

Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian di kabupaten sidrap (kajian ekonomi 

islam) Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, 

maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman 

penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan 

buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup 

beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data.
67

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan corak 

penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif untuk 

mengungkap gejala holistik-kontekstual menjadi pengumpulan data dari latar alami 

dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, 

proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian ini 

mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang 

kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik.
68

 

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk 

mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks 

naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan penelitian ini adalah 

deskripif kualitatif Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan 

informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin unuk keperluan penelitian. 
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Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban 

dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisiasi dalam kegiatan 

penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang 

terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini 

mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.
69

 

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan penelitian yang bersifat 

fenomenologi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mengamati fenomena 

alamiah atau realita yang ditemukan di lapangan. Fenomena atau kejadian-kejadian 

yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah pada masyarakat petani di 

Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. 

B. Paradigma Penelitian 

Paradigma dapat diartikan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, 

nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu 

kelompok tertentu. Paradigma juga dipahami sebagai suatu citra dasar di bidang 

kajian dalam suatu ilmu. Paradigma penelitian berfungsi untuk mengubah 

permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, 

memastikan jumlah variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian, dan 

menentukan alat uji korelasi yang digunakan.
70

  

Penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan mengenai hal-hal yang akan 

diteliti, dan juga berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih 

data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Sistem bagi hasil dalam bidang 

pertanian di Kabupaten Sidrap (kajian ekonomi islam) 
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Penelitian ini secara spesifik mengkaji fenomena pada masyarakat petani di 

Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan sistem 

bagi hasil dalam bidang pertanian. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari wawancara 

ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam 

bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.
71

 Sumber data dalam penelitian 

dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder, berikut uraiannya 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan 

diteliti (responden).
72

 Baik melalui wawancara, observasi  maupun  laporan dalam 

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.
73

 Diamati dan dicatat untuk 

pertama kalinya.
74

 Berkenaan dengan penelitian ini, maka sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung kepada masyarakat petani di 

Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. 3 informan sebagai 

pemilik modal dan 3 sebagai petani (pengelola dana). 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, baik itu berupa hasil pertanyaan 

lewat orang lain atau lewat dokumen.
75

 Data sekunder yang berkenaan dengan 
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penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh peneliti dari hasil bacaan 

seperti buku maupun jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini yang berawal dari pemilihan persiapan, pengumpulan 

data di lapangan, penyusunan penelitian hingga penarikan kesimpulan dan saran 

setidaknya akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan sejak penelitian ini 

dilakukan. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada 

masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Lokasi tersebut merupakan pilihan bagi peneliti, atas pertimbangan bahwa lokasi 

tersebut terdapat beberapa masyarakat petani yang banyak melakukan kegiatan 

gadai dengan sistem bagi hasil sehingga pengumpulan informasi dapat dilakukan 

dengan terstruktur dan sistematis. 

E. Instrumen Penelitian 

Emory dalam Sugiyono mengemukakan bahwa pada prinsipnya meneliti 

adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial, maupun alam. Meneliti 

dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan, 

daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah 

laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Karena pada prinsipnya 

meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat 

ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian, jadi instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian.
76

 instrumen penelitian adalah berupa daftar wawancara. Penyusunan 
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instrumen penelitian berdasarkan pada indikator yang digunakan dalam bahasan 

pokok penelitian ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai, sumber dan berbagai cara.
77

 Teknik 

mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Sebagaimana dikemukakan Nasution dalam yang dikutip dalam 

Sugiyono bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan, dan sering dengan bantuan 

berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil 

(proton dan elektron), maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat 

diobservasi dengan jelas. 
78

 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang  sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan 

dicatat secara sistematis, dan juga dapat dikontrol kendalanya dan 

kesahihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari 
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proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi ini yang 

terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dalam 

observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan 

sebelumnya, namun manusia memiliki sifat pelupa, untuk mengatasi hal 

tersebut, maka diperlukan catatan- catatan, alat elektronik, lebih banyak 

melibatkan pengamatan, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, 

mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan menambah bahan 

persepsi mengenai objek yang diamati.
79

 

Observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan langsung pada masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2. Wawancara 

Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. 

Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang 

sama dan pengumpulan data mencatatnya.
80

 Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepada subjek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat 

petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 
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perkiraan.
81

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni 

dapat berupa gambar patung film dan lain-lain.
82

 Dengan demikian, peneliti 

mengumpulkan berbagai macam dokumentasi hasil rekaman maupun data-data 

yang berkaitan dengan bahasan pokok penelitian ini. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis 

data dilakukan secara interaktif melalui data reduction, data display dan 

verification.
83

 Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, 

dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data 

yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih 
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jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

Apabila penelitian dilakukan dalam rangkaian waktu yang lama maka 

konsekuensinya akan diperoleh data yang kompleksitasnya tinggi pula, hal ini 

sebenarnya baik, namun di sisi lain perolehan data yang banyak tentu akan 

menyulitkan dari sisi penyusunan penelitian. Oleh karenanya, reduksi data 

diperlukan sebagai suatu proses pencatatan secara rinci dengan merangkum atau 

mencari tema pokok dalam bahasan penelitian. Tema pokok dalam bahasan 

penelitian ini adalah berkenaan dengan fungsi manajemen dalam pengelolaan 

zakat, yang memuat unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan zakat, sehingga data-data yang diperoleh di luar dari pada indikator 

tersebut, akan diseleksi dan dieliminasi serta hanya menyisakan bahasan pokok. 

2. Data Display  

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat 

dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, pie chard, pictogram dan sejenisnya, 

melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami. 

3. Conclusion Drawing/Verification  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

huberman yang disadur dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau 

perivkasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 
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akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
84

 

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif, antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan member chek.
85

 Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggabungkan tahapan-tahapan observasi, wawancara dan 

dokumentasi secara bersamaan untuk mendukung luasnya cakupan penelitian dan 

keabsahan penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap 

berjarak ± 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan 

pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto 

sebagai “Kota Beras” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan. 

Kabupaten Sidrap secara geografis terletak diantara titik koordinat 3°43‟- 

4°09‟ LS dan 119°41‟-120° BT. Dengan ketinggian antara 10m-150m dari 

permukaan laut, dengan batas-batas wilayah antara lain; 

a. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru. 

c. Sebelah barat berbatasan Kota Madya Parepare dan Kabupaten Pinrang. 

d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. 

Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 Km² yang 

terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan. Berikut dapat kita lihat dalam 

peta Kabupaten Sidrap. 

2. Kependudukan 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Sidrap berasarkan data dari dinas 

kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sidrap adalah sebesar 325.341 jiwa, 

sebanyak 161741 jiwa laki-laki dan 163600 jiwa perempuan secara sex rasio yang 

tersebar di 11 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut; 
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Tabel 4.1  

Data Jumlah Penduduk 

Kecamatan Jenis kelamin Jumlah 

Laki-laki perempuan 

Panca Lautang 9466 9621 19087 

Tellu LimpoE 12629 13220 25849 

Wattang Pulu 18159 18209 36368 

Baranti 16666 16973 33639 

Panca Rijang 16486 16760 33246 

Kulo 6905 6978 13883 

MaritengngaE 27566 28354 55920 

Wattang Sidenreng 9870 10167 20037 

Dua Pitue 16258 16469 32727 

Pitu Riawa 15238 14983 30221 

Pitu Riase 12498 11866 24364 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sidrap 

b. Distribusi dan kepadatan Penduduk 

Kabupaten Sidrap memiliki populasi jumlah penduduk 325.341 jiwa sesuai 

penjelasan tabel 4.2.1 diatas, dimana penyebaran penduduk tidak berpola dengan 

konsentrasi. Penduduk terbesar berada pada Kecamatan MaritengngaE dengan 

populasi 55920 jiwa dan terkecil berada pada wilayah Kecamatan Kulo dengan 

populasi 13883 jiwa. 

3. Sejarah Desa di Kabupaten Sidrap 

Pada awal mulanya kabupaten sidrap hanya terdiri dari 58 desa yang disahkan 

melalui surat keputusan tertanggal 19 desember 1961 No. 2067 A. berdasarkan surat 

keputusan–keputusan itu maka pelaksana pembagian wilayah daerah tingkat II 
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sidenreng rappang dibagi atas tujuh kecamatan administratif : 

a. Panca Lautang, yang wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrik- distrik 

:Lise, Carawali, Bilokka dan Wette‟e dan pusat pemerintahannya di   Bilokka 

b. Tellu Limpoe, yang wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrik- distrik 

:Teteaji, Arawa, Massepe dan beberapa kampong yaitu kampong- kampung : 

Laleting, Pammatangan, Panrenge, Wattalawa, buala, Amparita, dan Araseng. 

Dan pusat pemerintahan daerah ini di tempatkan di Amparita 

c. Maritengngae, dengan wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrik- distrik : 

Guru, Wataang Sidenreng, dan Allekkuang dan ditambah dengan delapan 

Kampungyaitu kampong-kampung: Kajuara, Walatadenga, baca- bacae, 

Maloku, Daun, Lakessi, kadanaya, dan Rajapitue dan pusat pemerintahan di 

tempatkan di Pangkajene 

d. Watang pulu yang wilayahnya meliputi wilayah :Arawa, Aliwuwu, dan 

kampong-kampung : Cenrana, Ciroe, dan pusat pemerintahan di tempatkan di 

Uluale 

e. Dua pitue, dengan pusat pemerintahan ditempatkan di Tanru tedong dan 

wilayahnya meliputi daerah pituriawa dan pitu riase 

f. Panca Rijang, dengan pusat pemerintahan di Watang-Rappang dan wilayahnya 

meliputi daerah Lalebata dan Kulo 

g. Baranti, dengan pusat pemerintahan di baranti dan wilayah pemerintahannya 

meliputi daerah passeno dan benteng 

Pada tahun 1961 Bupati Kepala Daerah Sidenreng-Rappang tertanggal 15 

Desember 1961 No 842/1961 maka dibentuklah 56 desa gaya baru, sebagai wadah 

pemerintahan terrendah. Jumlah desa berdasarkan keputusan Bupati Kepela Daerah 

Sidenreng Rappang ini kemudian mengalami perubahan menjadi 32 Desa Gaya 

Baru. Perubahan ini disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
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Sulawesi Selatan tertanggal 20 Desember 1965 No.450/XII/1965 yang merupakan 

tindak lanjut dari hasil rapat parawalikota dan Bupati kepala daerah se Sulawesi 

Selatan dan Tenggara yang diselanggarakan di Raha (daerah tingkat II muna) pada 

tanggal 17-21 november 1962. Sebagai realisasi dari surat keputusan Gubernur itu 

maka daerah tingkat II Sidenreng-Rappang yang terdiri dari tujuh kecamatan 

masing-masing membawahi beberapa kepala desa yang merupakan pimpinan 

pemerintahan desa yang merupakan bagain dari wilayah kecamatanny 

Penataan pemerintahan desa gaya baru pada masing-masing kecamatan dari 

daerah tingkat II Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut : 

a. Kecamatan Panca Lautang terdiri dari empat desa yaitu bilokka,  Lise, 

Wanio dan Attee 

b. Kecamatan TelluLimpoe terdiri dari tiga desa yaitu Amparita, Teteaji, Massepe 

c. Kecamatan Maritengngae terdiri dari lima desaitu : Kota Pangkajene, Soreang, 

Mojong Allekuang, dan Watang Sidenreng 

d. Kecamatan Watang Puluh terdiri dari tujuh desa yaitu Lawawoi, Arawa, 

Carawali dan Lainungeng 

e. Kecamatan Dua Pitue terdiri dari tujuh desa yaitu Tanru tedong, Lancirang, 

Otting, Bila, Betae, Batu, dan Belawa. 

f. Kecamatan Panca Rijang terdiri dari lima desa yaitu : 

Rappang, macerawalie, timoreng Panua, Rijang Panua dan Watang Sidenreng 

g. Kecamatan Baranti terdiri dari empat desa yaitu desa Baranti, Paseno, 

Benteng, dan tonrongnge 

4. Potensi Sumber daya Alam 

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana masyarakatnya adalah 

di bidang pertanian. Hal ini dilatar belakangi oleh letak geografis Indonesia yang 

berada di daerah tropis, sehingga keadaan cuaca, tanah dan sumber daya lainnya di 
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setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dapat 

mengembangkan sektor pertanian. Pendayagunaan sumber daya pertanian menjadi 

kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian sehingga sumber daya yang 

terbatas itu harus dialokasikan seefisien mungkin. Seperti diketahui sumber daya 

pertanian yang terdiri dari lahan, tenaga kerja, air, termasuk unsur-unsur yang 

terkandung didalamnya merupakan sumber daya yang utama untuk kelangsungan 

hidup manusia. Pengelolaan yang tidak bijaksana dan mengacu kedepan akan 

berakibat menurunnya kualitas sumber daya itu sendiri yang akhirnya berpengaruh 

terhadap produktivitas pertanian. 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan sektor 

pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Sektor 

pertanian terdiri dari beberapa sub-sektor yang meliputi tanaman bahan makanan, 

peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan hortikultura. 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah lama 

meninggalkan metode subsisten karena bisa dikatakan hampir semua petani yang 

berproduksi dengan jumlah besar telah mengkomersialkan hasil pertaniannya 

tersebut. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan hasil pertanian 

terbesar dan hasil pertanian yang menjadi komoditas utama di Indonesia adalah 

padi. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi penghasil komoditas padi tersebut 

adalah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan yang 

bahkan diberi nama lumbung padi. Sidrap adalah salah satu kabupaten di provinsi 

sulawesi selatan indonesia dimana makassar sebagai ibukotanya, kabupaten sidrap 

berbatasan langsung dengan kota Pare-pare, kabupaten Pinrang. Kabupaten 

Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. 

Kabupaten Sidrap adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang dijuluki lumbung padi. Sidrap memiliki luas wilayah 
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2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Sidrap 

memiliki lahan sawah seluas 47.947,3 ha dan mampu melaksanakan panen hingga 

tiga kali setahun dengan pelaksanaan program percepatan tanam. Dengan potensi 

pertanian yang dimiliki Kabupaten Sidrap maka untuk mempertahankan dan 

meningkatkan produksi padi, Kabupaten Sidrap menjadi salah satu kabupaten yang 

menerima program pencetakan sawah baru yang dilakukan oleh Kementerian 

Pertanian. 

Produksi padi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perkembangan 

komoditas unggulan pertanian mampu meningkatkan perekonomian rakyat dalam 

sektor pertanian, dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian dalam 

bidang pertanian. Sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam 

pembangunan perekonomian. Secara sektoral, sektor pertanian terdiri dari subsektor 

pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor 

perikanan, dan subsektor kehutanan. Diantara semua subsektor, subsektor pertanian 

tanaman pangan khususnya padi merupakan penghidupan bagi masyarakat. 

Kegiatan usaha tani tidak lepas dari kegiatan produksi (input) untuk menghasilkan 

suatu produk (output) yang kemudian akan dijual ke pasaran. Dalam proses 

produksi, hasil produksi padi bergantung pada faktor-faktor produksi yang 

digunakan menurut Gaspers terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan dalam 

suatu alternatif usaha, yaitu aspek teknik dan aspek ekonomi. 

Tanaman Padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan 

cukup penting bagi perekonomian yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan 

pokok masyarakat maupun sebagai mata pencaharian. Sulawesi Selatan merupakan 

provinsi yang terkenal sebagai salah satu penghasil tanaman padi di kawasan Timur 

Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi 

selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. 
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Perkembangan produksi padi sawah Kabupaten Sidrap mengalami fluktuasi 

dari tahun 2008-2018. Berdasarkan pada gambar 1 produksi padi sawah Kabupaten 

Sidrap paling rendah pada tahun 2010 yaitu 327.054.00 ton. Kabupaten Sidrap 

mengalami fluktuasi karena faktor cuaca dan ketersediaan air khusus irigasi sangat 

menentukan keberhasilan swasembada padi di Sidrap dan optimis dalam 

mewujudkan swasembada pangan. Dan produksi padi sawah paling tinggi pada 

tahun 2016 yaitu 571.494.49 ton. Adapun Kecamatan Pitu Riase merupakan 

kecamatan terluas dengan luas 84.031,41 Km² dibandingkan dengan kecamatan 

yang berada di Kabupaten Sidrap. 

B. Akad Bagi Hasil Pertanian yang Dilakukan Masyarakat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akad bagi hasil pertanian yang 

dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, berikut hasil penelitian 

yang diperoleh dari beberapa informan dalam penelitian : 

Kalau kerjasama yang kita lakukan dengan pemilik itu sawah itu tidak ada 

kertas yang ditandatangani, hanya kita sepakat secara lisan saja dengan 

pemilik sawah, kalau kita sudah menggarap sawah dengan baik dan 

mendapat keuntungan, kita bagi hasilnya itu.
 86

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin di atas, bahwa 

perjanjian antara petani dan pemodal dalam proses kerjasama bagi hasil sawah di 

Sidrap dilakukan secara lisan tanpa tulisan yang disepakati pula dengan perjanjian 

lisan. Saya petani di sini, sebelum kami melakukan perjanjian dengan yang punya 

modal.  

Perjanjian bagi hasil dalam petani yang dilakukan dalam tatanan masyarakat 

di Kabupaten Sidenreng Rappang kebanyakan merupakan perjanjian yang 

dilakukan secara lisan antara petani (penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan). 
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Dalam akad perjanjian yang dilakukan, terdapat dua metode bagi hasil yang 

digunakan.  

1. Akad Bagi Hasil Mukhabarah 

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat petani di Kabupaten Sidrap, 

akad kerjasama yang terbangun salah satunya mengandung unsur akad 

mukharabah, meskipun secara konsep masyarakat petani di Kabupaten Sidrap tidak 

menyatakan secara eksplisit terkait akad yang dijalankan, akan tetapi berdasarkan 

hasil analisis dari hasil wawancara yang dilakukan, mengindikasikan bahwa akad 

bagi hasil yang digunakan adalah akad bagi hasil mukhabarah. Berikut hasil 

wawancara dengan masyarakat petani di Kabupaten Sidrap : 

Perjanjian kerjasama kita itu disini bagi dua saja tapi tidak rata. Saya disini 

sebagai pemilik sawah, saya berikan kepada keluarga yang lain untuk 

mengelola sawah saya. Keluarga saya itu yang menanggung biaya-biaya 

pupuk, benih dan sebagainya, kalau ada hasil kita bagi 60:40, dia ambil 60 

sedangkan saya ambil 40, begitu.
87

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemilik sawah melimpahkan amanah 

kepada penggarap untuk mengelola sawah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 

kesepakatan kedua pihak. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan hanya menyiapkan 

lahan sedangkan segala hal yang berkaitan dengan biaya-biaya pengolahan 

termasuk benih dan pupuk ditanggung oleh penggarap. Konsep bagi hasil yang 

demikian termasuk dalam bagi hasil akad mukhabarah. 

Meskipun dalam praktinya, antara pemilik lahan dan penggarap sawah tidak 

menyatakan dengan gamblang tentang akad yang digunakan, akan tetapi apabila 

dalam perjanjian tersebut, pemilik lahan dalam hal ini pemodal memberikan 

modalnya hanya berupa lahan tanpa mengikut sertakan biaya pengolahan lahan 

termasuk biaya garap seperti benih, pupuk, biaya penanaman, biaya panen dan 
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sebagainya, maka kesepatakan bagi hasil yang digunakan adalah 60-50, artinya 

apabila di kemudian hari diperoleh hasil 100%, maka akan dibagi kepada 

penggarap lahan sebesar 60% dan  pemilik lahan diberikan 40%. Pembagian 

dilakukan secara tidak merata, sebab 10% dikeluarkan untuk biaya pengolahan 

lahan, sehingga siapa pun yang menanggung biaya pengolahan maka berhak atas 

10% yang dikeluarkan baginya. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan 

Masuri sebagai pemodal : 

Kerjasama yang kita lakukan didasari asas kekeluargaan dengan penggerap. 

Karena juga penggarap itu keluarga kita sendiri, jadi kita cari saja jalan 

yang terbaik, yang penting bisa saling menghidupi. Disamping penggarap 

punya penghasilan, saya juga punya lahan tidak menganggur.
88

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan (pemodal) menyatakan 

bahwa antara penggarap dengan pemdal melakukan perjanjian atau akad kerjasama 

dilandasi atas dasar kekeluargaan. Akad yang disepakati hanya dilakukan secara 

lisan tanpa kontrak perjanjian secara tulisan. 

Perjanjian kerjasama dengan akad bagi hasil yang terjadi dalam masyarakat 

Sidenreng Rappang didasari asas kekeluargaan, sebab pada hakikatnya antara 

pemodal dengan penggarap lahan memang selalu memiliki hubungan kekerabatan 

yang dekat. Sehingga konsep kerjasama ini membutuhkan sikap amanah yang besar 

untuk menjalankan kegiatan pertanian dengan baik. 

Praktik bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat Kabupaten Sidrap 

menjalankan perjanjian tersebut tanpa mengenal istilah mukhabarah dan 

muzara‟ah, akan tetapi jika ditelisik dalam sistem yang dibangun, praktik yang 

terjadi amat dekat dengan konsep mukhabarah, yang mana dalam akad 

mukhabarah meniscayakan adanya sikap amanah antara pemodal dan pengelola 

modal agar dapat memberikan bagi hasil yang adil. 
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Menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang 

lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara 

para pihak (boleh seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya 

pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola)
89

 

mukharabah pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang sahih dalam nash-nash 

hukum Islam, sebagaimana dalam Hadis berikut ini : 

 

Artinya:  

Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku 

katakan padanya “ya Abu Abdurahman, kalau engkau tinggalkan 

mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi saw. telah melarang 

mukhbarah. Lantas thawus berkata: hai amr, telah menceritakan kepadaku 

orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas 

bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: 

seseorang memberi manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. 

Muslim).
90

 

Hadis di atas menjelaskan suatu proses mukhabarah yang terjadi pada 

sahabat Rasulullah saw. sehingga salah sahabat menyampaikan penekanan 

Rasulullah saw. bahwa apapun kegiatan yang memberikan manfaat kepada orang 

lain dengan upah tertentu, artinya upah tersebut harus adil berdasarkan porsinya. 
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Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini menunjukkan 

bahwa Adapaun akad kerjasama yang dilakukan ialah dimana sebelum kerjasama 

terjadi pihak pemilik lahan dan calon penggarap lahan melakukan perjanjian yaitu 

dengan kerjasama atas lahan pertanian dimana penggarapan dan pemilik modal 

sama-sama mendengarkan perjanjian dimana perjanjian tersebut dilakukan secara 

lisan dan biasanya tidak menghadirkan saksi dari pihak lain baik itu dari pihak 

penggarap ataupun pemilik lahan. Dalam hal perjanjian ini dilakukan bahwa 

kerjasama yang di lakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan dikarenakan 

adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dari masing-masing pihak. Ketika 

pembentukan perjanjian tersebut disebutkan yang menanggung bibit dan seluruh 

biaya lainnya dalam hal perawatan tanaman dan lahan ditanggung oleh penggarap 

lahan dan apabila sudah panen, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik lahan dan 

penggarap lahan masing-masing sesuai dengan bagian yang sudah disepakati oleh 

kedua belah pihak dalam perjanjian di awal melakukan kerjasama. Pembagian hasil 

panen tidak di hitug pembibitan dan biaya perawatan lainnya akan tetapi setelah 

panen hasil panen akan di bagi secara langsung oleh penggarap lahan tanpa 

menghitung modal terlebih dahulu.
91

 

Konsep bagi hasil mukhabarah pada dasarnya merupakan konsep kerjasama 

yang telah dilakukan dalam praktik yang telah lama dan berkembang hingga 

menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat dalam masyarakat. Tidak hanya dalam 

adat yang terjadi di Kabupaten Sidrap, akan tetapi di berbagai lapisan masyarakat 

lainnya. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian oleh Abdul Muttalib 

bahwa konsep kerja sama dalam pertanian itu merupakan adat istiadat. 

Usahatani dengan istilah nyakap yang ada di Kecamatan Praya Timur ini 
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pelaksanaannya tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara 

turun temurun di lingkungan setempat, sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut 

akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya 

tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah tersebut di atas. Keberadaan adat-istiadat 

berupa nyakap tersebut bisa dijadikan „urf karena keberadaannya tidak 

bertentangan dengan ketentuan syari‟at, tidak menimbulkan kemafsadatan bahkan 

dengan cara nyakap ini menimbulkan suatu kebaikan sesama karena adanya prinsip 

tolong menolong di dalamnya, tidak berlaku untuk keseluruhan kaum muslimin, 

karena keberadaanya hanya pada daerah-daerah tertentu saja, sehingga adat-istiadat 

ini bisa dijadikan sebagai „urf yang menjadi salah satu sumber hukum Keberadaan 

kerjasama nyakap dengan konsep muzara‟ah dan mukhabarah di dalam menggarap 

lahan pertanian merupakan sebuah cara yang dilaksanakan oleh masyarakat di 

Kecamatan Praya Timur diakibatkan oleh beberapa faktor, sebagaian masyarakat 

karena tidak memiliki lahan dan mereka mempunyai keahlian dan sebagian karena 

hanya beranggapan bahwa lahan itu milik saudaranya dan untuk menambah lahan 

pertaniannya saja.
92

 

Terlepas dari apapun konsepnya, bahwa dalam pelaksanaan akad 

mukhabarah ini diharapkan dapat membantu orang-orang yang memiliki tenaga 

dan keterampilan mengelola sawah akan tetapi tidak memiliki lahan, maka dengan 

adanya pihak pemilik lahan, minimal adalah memberikan kontribusi dan bantuan 

kepada penggarap untuk mengelola lahan agar dapat memperoleh sumber 

penghidupan ekonomi. 

2. Akad Bagi Hasil Muzara’ah 

Akad bagi hasil yang terkandung dalam kerjasama masyarakat Kabupaten 
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Sidrap dalam bidang pertanian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah akad 

bagi hasil muzara‟ah. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten 

Sidrap yang terlibat dalam penelitian ini : 

Kalau sistemku saya dengan penggarap ini adalah kerjasama. Saya pemilik 

lahan juga menyiapkan biaya pupuk, benih, biaya panen dan lain-lain. 

Karena saya tahu kalau penggarap itu biasanya tidak punya modal untuk 

memodali itu semua. Kalau ada hasil panennya saya ambil 60% kalau 

penggarap ambil 40%.
93

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan di atas, dapat dipahami 

bahwa perbedaan dalam porsi perjanjian ini sebanyak 20% itu dipertanggungkan 

untuk biaya-biaya garap lahan, sehingga pada dasarnya yang menjadi hak dari 

kedua belah pihak adalah 40% yang merupakan keuntungan bersih. 

Apabila dalam perjanjian kerjasama, terbangun pernjanjian bahwa pemilik 

lahan sekaligus memberikan kontribusi berupa biaya garap seperti benih, pupuk, 

biaya penanaman, biaya panen dan sebagainya, maka kesepakatan bagi hasil yang 

digunakan adalah 60-40, artinya apabila di kemudian hari panen memperoleh hasil 

100%, maka pembagian antara penggarap (petani) adalah 40% dengan pemodal 

diberikan 60% dari hasil bersih. Kesepakatan yang dibangun diantara keduanya 

merupakan kesepakatan bagi hasil yang bersifat kekeluargaan. 

Akad yang terlibat dalam sistem ini juga dapat berupa akad muzara‟ah yang 

selanjutnya dapat dikatakan bahwa muzara‟ah yaitu suatu bentuk kerja sama 

pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik 

lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan 

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
94

 Dalam 

muzara‟ah pada umumnya lahan dan benih disediakan oleh pemilik lahan dan 
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penggarap hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. 

Muzara‟ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian 

dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan 

pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
95

 

Pada tataran praktiknya, akad muzara'ah dianggap sah jika memenuhi 

beberapa syarat sebagai berikut : pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang 

yang baligh dan berakal sehat. Kedua, jenis tanaman yang akan ditanam harus 

disebutkan secara jelas saat akad. Ketiga, lahan pertanian diketahui secara jelas, 

subur, dan dapat ditanami tanaman yang disebutkan dalam akad. Keempat, lahan 

pertanian diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah. Kelima, nisbah 

bagi hasil baik untuk penggarap maupun untuk pemilik lahan diketahui secara jelas 

saat akad. Keenam, jangka waktu kerjasama harus jelas dan diketahui saat akad.
96

 

Konsep kerjasama muzara‟ah pada umumnya benih disediakan oleh pemilik 

lahan dan penggarap hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. 

Termasuk dalam hal ini perawatan untuk pupuk, biaya tanam dan panen, biaya 

perawatan lainnya semuanya ditanggung oleh pemodal, sehinggan hal ini 

berdasarkan praktik kerjasama dengan persentase 50%:50%. Konsep ini sangat adil 

sebab memberikan porsi bagi hasil yang amat proporsional, sehingga memberikan 

manfaat kepada dua pihak. 

Berdasarkan praktiknya, konsep muzara‟ah pada dasarnya telah dilakukan 

dalam beberapa masyarakan yang ada, mengingat bahwa memang Indonesia 

merupakan penghasil padi yang baik dengan kuantitas petani yang banyak. Akan 

tetapi, dalam konsep kerjasama bagi hasil yang dilakukan, jika dihubungan dengan 
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konsep Islami, maka masyarakat petani belum memahami secara utuh. Dalam hasil 

penelitian yang telah dilakukan, Dede Purnama menjelaskan tentang praktik 

muzara‟ah dalam masyarakat di Pandeglang. 

Kerjasama bagi hasil yang biasa dipraktikkan oleh para petani di 

Pandeglang lebih sering didasarkan pada adat istiadat yang secara turun temurun 

berlaku di tengah masyarakat. Misalnya dalam hal ketiadaan batas waktu pada akad 

kerjasama bagi hasil, serta pada akad pengolahan lahan yang didasarkan pada 

sistem gadai (rahn). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan 

fikih terkait muzara‟ah belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Hal ini 

terjadi karena beberapa hal, di antaranya kebanyakan masyarakat tidak/belum 

mengetahui konsep Islam tentang akad muzara‟ah. Atau kalaupun mengetahui, 

hanya berupa pengetahuan sekilas, tidak sampai memahami setiap detail persoalan. 

Faktor lainnya adalah kuatnya pengaruh adat istiadat lokal, sehingga praktik-praktik 

bagi hasil pun didasarkan pada adat istiadat ini, serta prinsip musyawarah mufakat 

yang melandasi setiap transaksi kebendaan di antara mereka.
97

 

Meskipun demikian para petani belum memahami konsep secara utuh, akan 

tetapi yang diharapkan adalah bagaimana subtansi dari akad bagi hasil muzara‟ah 

ini dapat terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya, yang hendak ditunjukkan dalam 

setiap akad-akad yang diatur dalam fiqih muamalah adalah bagaimana kegiatan 

muamalah dapat bermanfaat bagi setiap umat. 

Berdasarkan pandangan ini, terdapat dua akad yang digunakan dalam dua 

sistem perjanjian yang berbeda. Dalam perjanjian dengan antara penggarap dengan 

pemodal, yang mana pemodal memberikan lahan secara penuh untuk dikelola tanpa 

mengikut sertakan biaya-biaya pengelolaan lahan dengan bagi hasil yang 
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diterapkan adalah 60-40 dan 20 merupakan biaya operasioanl. Akad ini disebut 

dengan akad mukhabarah, sebab pemilik hanya memberikan lahan tanpa 

memberikan biaya pengolahan lahan, artinya tidak mendistribusikan modal secara 

penuh. Sedangakn perjanjian antara penggarap dengan pemodal, yang mana 

pemodal hanya memberikan lahan untuk dikelola tanpa mengikut sertakan biaya-

biaya pengelolaan lahan dengan bagi hasil yang diterapkan juga adalah 60-40, 

artinya pemodal hanya memberikan lahan dan penggarap mengelola lahan secara 

penuh maka akad ini disebut dengan akad muzara‟ah. 

C. Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten  Sidenreng Rapppang 

Tujuan pembahasan ini adalah untuk membahas secara mendalam sistem bagi 

hasil pertanian yang dilakukan dalam masyarakat Tellu Limpoe Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan 

mereka sendiri. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang 

mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Jadi tanah (dalam hal 

ini tanah peranian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup 

sehari-hari baik bagi petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (pemilik 

tanah pertanian). 

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal, 

ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian 

sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap untuk menggantungkan hidup 

mereka. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian bagi hasil pertanian yang 

banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya karena mayoritas 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, begitu pula yang terjadi di 

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe. 

Berbicara tentang sistem bagi hasil utamanya antara pemilik modal dan 
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penggarap dalam hal ini adalah petani padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan 

wawancara yang dilakukan penulis di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe 

sebagai lokasi penelitian masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem 

bagi hasil yang terjadi bersifat turun menurun. Berikut uraian pembahasan 

penelitian ini : 

Kerjasama ini sudah lama dijalankan. Karena faktor kebiasaan jadi banyak 

yang melakukan perjanjian ini. Dari dulu kalau ada seseorang yang punya 

lahan tapi bisa menggarap sawahnya itu diberikan saja kepada keluarga 

untuk dikelola dengan baik. Seperti saya ini mengelola sawahnya keluarga 

juga.
98

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sistem 

kerjasama yang terjadi pada masyarakat petani di Kabupaten Sidrap adalah 

kerjasama bagi hasil yang telah berjalan selama ini yang didasari atas dasar 

kebiasaan. Kebiasaan kerjasama bagi hasil pertanian mengakibatkan kerjasama ini 

banyak dilakukan hingga saat ini. 

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sistem bagi hasil yang diajurkan 

agama Islam dengan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kabupaten 

Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe tidak sama persis yaitu: 

1. Faktor kebiasaan 

Faktor kebiasaan ini merupakan faktor yang pertama mengapa masyarakat di 

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe tidak melakukan bagi hasil seperti apa 

yang dianjurkan agama Islam. Mereka hanya melakukan sistem yang mereka 

lakukan secara turun menurun karena mereka sudah merasa mudah jika sistem bagi 

hasi yang dilakukan. 

2. Faktor Pengetahuan 

Salah satu faktor mengapa masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan 
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Tellu Limpoe tidak menerapkan sistem bagi hasil seperti yang diajurkan agama 

Islam adalah karena ketidaktahuan mereka seperti apa sistem bagi hasil, bagaimana 

cara-cara sistem bagi hasil yang dianjurkan agama Islam itu, mereka tidak 

mengetahui secara apa pastinya dan jika mereka ingin mempelajarinya mereka 

merasa sulit karena kurang bersedianya fasilitas yang ada disamping pendidikan 

mereka yang kurang memadai. Akan tetapi dari sistem yang digunakan, 

mengindikasikan bahwa mereka menjalankan prinsip bagi hasil dalam Islam seperti 

mudharabah, muzara‟ah dan mukharabah. 

1. Jangka Waktu Perjanjian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Sidrap 

Kecamatan Tellu Limpoe khususnya antara pemilik modal dan penggarap, dalam 

hal ini petani padi, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam 

waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini 

atau sesudah pemanenan sudah selesai maka perjanjian dianggap juga sudah 

berakhir atau selesai. Adapun jika penanaman dilakukan dua kali maka pemilik 

modal dan penggarap harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan 

dilakukan apakah sama atau tidak. 

2. Pertemuan Antara Penggarap dan Pemilik Lahan 

Masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang nyata dan yang 

berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang 

berlaku dan dianut oleh masyarakat dan warga setempat. Begitu pula sistem bagi 

hasil yang di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe yang umumnya masih 

berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. 

Dimana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh 

masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Sebelum melakukan 

perjanjian kerja sama khususnya dalam hal ini petani. Antara pemilik modal dan 
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pengarap biasanya kedua belah pihak melakukan suatu pertemuan. Pertemuan itu 

hanya bersifat non-formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu baik 

dikebun maupun di suatu temat-tempat tertentu. 

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sendiri biasanya terjadi suatu 

bentuk kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Karena salah satu pihak  

menawarkan diri, baik dari sipenggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya 

untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik modal yang 

bersedia lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi 

karena penawaran yang bentuknya dari pemilik lahan atau modalnya untuk digarap. 

Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari 

pemilik lahan atau modal yang bersedia memberikan modalnya kepada sipenggarap 

untuk dikelolah dengan hasil imbalan dengan tertentu setelah panen, namun hasil 

penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari petanipenggarap dikarenakan 

petani penggarap yang lebih membutuhkan dana dalam melakukan suatu perjanian 

pertanian. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada 

kerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib.  

Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi 

Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua   kegiatan ekonomi, yaitu: 

produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis 

atau ekonomi Islam adalah qiradatau mudharabah. Qirad atau mudharabah adalah 

kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau 

ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. 

Melalui qirad atau mudlarabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan 

mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari 

proyek ekonomi yang disepakati bersama. 

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. 
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Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan 

suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah 

aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara 

musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, 

kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. 

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang 

berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga 

atau lebih rendah dari pada itu, bahkan tetkadang cenderung sangat merugikan 

kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai 

ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya 

sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini. 

Ada beberapa yang melatarbelakangi penawaran yang ditawarkan oleh kedua 

belah pihak antara lain: 

a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penawaran datangnya dari petani 

penggarap yaitu: 

1) Tidak memiliki modal sama sekali dalam menanam suatu jenis tanaman 

pertanian seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit, biaya 

penawaran dan lain-lain. 

2) Memiliki modal namun tidak memiliki tanah untuk ditanami. 

3) Memiliki modal dan lahan namun modal yang dimiliki dirasa tidak cukup 

dalam hal pembelilian bibit, perawatan dan pemeliharaan. 

Dari beberapa faktor di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa petani 

penggarap sangat bergantung pada petani pemilik lahan dalam menanam suatu jenis 

tanaman tertentu. Banyaknya faktor yang menjadi penghambat petani penggarap 

dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya dalam segi permodalan tapi 

juga dalam menanam suatu jenis tanaman tertentu. Banyak faktor yang menjadi 
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penghambat petani penggarap dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya 

dalam hal segi permodalan tapi juga dalam hal pembelian bibit dan perawatan 

sehinga penawarankepada pemilik modal yang berupa bentuk kerja sama sangat 

diperlukan jika petani penggarap ingin melakukan penanaman. 

b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi datangnya penawaran yang dari pemilik 

modal biasanya yaitu: 

1) Pemilikmodal sudah tidak memiliki kesempatan dalam mengelola lagi 

tanaman tersebut karena memiliki banyak pekerjaan diluar pertanian 

misalnya karena dia adalah seorang pegawai negeri,pengusaha atau lainnya. 

2) Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan karena sudah menanam 

suatu jenis tanaman yang sedang dia kelola dan pelihara sehingga tidak 

memiliki banyak waktu. 

3) Petani penggarap yang ditawarkan oleh petani modal adalah dari kerabat 

keluarga sendiri. 

Jika melihat faktor di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa disamping petani 

penggarap yang sangat membutuhkan petani, pemilikmodal dalam hal pembelian 

bibit,permodalan dan pemeliharaan,petani pemilik modal juga sangat membutuhkan 

petani penggarap karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor di atas. Jadi 

perjanjian ini adalah bentuk kerja sama antara petani pemilik modal/lahan dengan 

petani penggarap yang dimana kedua belah pihak yang bersangkutan. 

Jika petani pemilik modal dan petani penggarap masing-masing sudah 

bersedia dimana petani penggarap sudah bersedia menawarkan waktu dan 

tenaganya dalam mengelola suatu jenis tanaman tertentu dan petani penggarap juga 

sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah bisa disepakati 

antara keduanya. Namun hal yang perlu disepakti selanjutnya adalah beberapa 

jumlah benih yang harus ditanam misalnya dalam hal ini beberapa karung padi 
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yang akan di tanam kedua belah pihak, siapa yang menanggung biaya pembeli 

bibit, siapa yang menangung biaya perawatan misalnya pembelian pupuk, 

pembelian obat-obatan dan apakah perawatan dilakukan secara bersama-sama atau 

hanya ditangung oleh penggarap saja. 

3. Proses Perjanjian 

 Apabila dalam proses tawar menawar menuai kesepakatan utuh, maka 

selanjutnya adalah proses perjanjian kersama berlaku. Berikut uraian proses 

perjanjian dalam pertanian : 

a. Analisis Biaya Produksi Pertanian 

Analisis biaya produski pertanian adalah analisis biaya yang dikeluarkan 

selama proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada 

penjualan hasil produksi selama satu periode panen. Biaya ini meliputi biaya 

variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan melalui 

proses produksi yang dilakukan oleh petani dan berpengaruh terhadap volume 

produksi. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang sifatnyatetap oleh 

pengusaha walaupun proses produksi tidak berjalan dan tidak berpengaruh 

terhadap volume produksi.Yang termasuk biaya variabel dalam hal ini upah 

tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk biaya tetap yaitu pemeliharaan, pupuk 

dan obat-obatan. 

b. Biaya Variabel dan Biaya Tetap 

a) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja terdiri dari 1-2 orang tenaga kerja luar keluarga dan 

tenaga kerja dalam keluarga. Pemberian upah tenaga kerja dalam keluarga 

didasarkan atas pemberian upah luar keluarga karena tidak ada pemberian 

uang yang jelas secara langsung kepada tenaga kerja dalam keluarga. 

Pemberian upah tenaga kerja diperikan perhari karena kerja ini karena masa 
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tanam hanya berlangsung selama 2 hari. Upah tenaga kerja sebesar Rp. 

40.000 perhari tidak ditanggung makan. 

b) Biaya Tetap 

Biaya tetap pada hal ini terdiri dari sewa traktor untuk membajak, 

biaya pembelian pupuk, biaya obat-obatan, sewa mesin dross saat panen dan 

sebagainya : 

c. Muzara‟ah 

Pengeluaran petani penggarap: 

2 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari = Rp 160.000  

2 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari = Rp   80.000 

Sewa traktor  = Rp 150.000+ 

Total Biaya = Rp  390.000 

Pengeluaran pemilik modal: 

Bibit  = Rp 160.000 

Pupuk = Rp 100.000 

Obat-obatan pestisida = Rp   70.000+ 

Total biaya = Rp 330.000 

 Jadi  total  biaya  untuk  satu  kali  periode panen adalah Rp 390.000 + Rp 

330.000 = Rp 720.000.Dalam hal ini sistem bagi hasil yang di pakai adalah sama 

rata atau 50 : 50 dimana yang diperoleh petani penggarap dengan petani pemilik 

modal adalah sama rata. 

d. Mukhabarah 

Pengeluaran petani penggarap: 

2 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari = Rp 160.000  

2 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari = Rp    80.000 

Bibit  = Rp  160.000 
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Sewa traktor  = Rp 150.000+ 

Total Biaya = Rp  550.000 

 

Pengeluaran pemilik lahan 

Pupuk               = Rp 100.000 

Obat-obatan pestisida = Rp    70.000 + 

Total Biaya              = Rp  170.000 

 Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 550.000 + Rp 

170.000 = Rp 720.000.Dalam hal ini sistem bagi hasil yang pakai adalah 60 : 40 

dimana diperoleh petani penggarap sebesar 60% sedangkan pemilik modal 40%. 

Tabel 4.1 

Dftar Petani Penggarap dan Pemilik Modal yang Melakukan Sistem Bagi 

Hasil Mukhabarah 

 

No 

Nama Petani 

Penggarap 

Nama Petani 

Pemilik Modal 

Luas 

Lahan 

Hasil Panen 

Rata-Rata 

Hasil Panen 

Penggarap 

1 Tajuddin Abdul Hafid 3 are 26 karung 60% 

2 Ruslan Mashuri 3 are 27 karung 60% 

3 Ibrahim Usman 3 are 28 karung 60% 

  Dari data di atas diketahui bahwa biaya total produksi yang dikeluarkan 

dalam satu periode panen padi yang luas lahannya + are adalah 720.000.- dengan 

nilai hasil panen rata-rata sebanyak 27,5 karung setelah dikurangi dengan sewa 

mesin dros dengan nilai jual setelah melalui tahap pengeringan, tahap pembersihan 

dan proses penggilingang padi sebesar Rp 3.500,000,- hasil inilah yang kemudian 

akan dibagi oleh petani penggarap dengan petani pemilik modal jika dihitung dalam 

nilai rupiah. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pertanian di 
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Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe bila dirata-ratakan yaitu sebesar 

1.500.000,- kebanyakan masyarakat petani juga mengatakan bahwa pendapatan 

yang diperoleh dari hasil panen tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Dan dari hasil tersebut semua responden baik bila hasil panen didiskusikan sejak 

awal untuk mendapatkan hasil yang baik pula. 

  Berdasarkan penafsiran tersebut di atas dapat diberikan bahwa hasil panen 

yang diperoleh petani di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe dapat 

membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima 

selama ini, dan selain itu pula mereka dapat memberikan kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Kabupaten 

Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe terbukti dari hasil panen. 

d. Pembagian Hasil  

Jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dengan petani 

penggarap adalah semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik modal maka 

yang akan terjadi adalah pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayan 

pertanian mulai dari biaya pembelian bibit, pemupukan dan penyemprotan hama 

sedangkan biaya operasional ditanggung petani penggarap. Kemudian hasil panen 

akan dibagi dua antara pemilik modal dan pengarap perbandigannya 50% untuk 

pemilik modal dan 50% untuk petani penggarap adapun petani yang seluruh hasil 

panennya diberikan semuanya kepada sipemilik modal dan tergantung dari 

sipemilik modal berapa yang harus diberikan kepada sipenggarap. 

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya 

kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan 

pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya 

dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat 

menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak 
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dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah 

terjadi pada masa Rasulullah saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal 

sebagai petani pada masa Rasulullah saw. meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi 

hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, 

dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah 

saw.
99

 

Apabila bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian atau gagal 

panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua belah pihak 

sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kurugian dalam hal 

pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan 

tenaga. Namun apabila kegagalan panen itu akibat dari kelalaian petani penggarap 

maka akan diberikan sangsi yang berupa pengucilan atau tidak adanya lagi 

bentuk kerja sama yang akan datang baik dari pemilik modal/lahan yang sekarang 

maupun dari pemilik modal yang lain. 

Jika bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak adalah 

seluruh pembiayaan penanaman akan ditanggung bersama oleh petani penggarap, 

mulai dari pembelian bibit, biaya sewa traktor, dan biaya operasional lainnya 

sedangkan pemilik modal hanya menanggung pupuk dan obat penyemprotan hama. 

Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap, dengan 

perbandingan 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk petani penggarap. 

Perjanjian kerjasama memiliki periode atau jangka waktu perjanjian tertentu. 

Segaiamana dalam perjanjian bagi hasil pada umumnya, akad kerjasama yang 

dibangun antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dalam masyarakat 

Kabupaten Sidrap, pembagian hasil dilakukan pada saat panen tiba. Pembagian 
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hasil pertanian dilakukan setelah biaya-biaya pengelolaan dikeluarkan, atau 

pembagian pendapatan bersih.  

D. Dampak dari Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten  Sidenreng 

Rapppang 

Sistem perjanjian bagi hasil ini telah berjalan lama, sehingga sudah banyak 

masyarakat yang merasakan dampaknya. Dalam hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan, ditemukan bahwa sistem bagi hasil ini berdampak pada peningkatan taraf 

hidup masyarakat di Kabupaten Sidrap. 

Apabila dalam perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak berjalan dengan 

baik tanpa adanya unsur wanprestasi, maka akan meningkatkan kesejahteraan 

kedua belah pihak. Akan tetapi kadang pula menimbulkan kecurigaan apabila hasil 

panen yang diperoleh tidak terlalu banyak. Dampak-dampak bagi hasil pertanian 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Membuka Peluang Kerja 

Akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil dalam masyarakat petani di 

Kabupaten Sidrap berdampak baik bagi kondisi perekonomian masyarakat, baik itu 

berdampak baik pada pembukaan peluang kerja bagi penggarap maupun membuka 

potensin keuntungan bagi pemilik lahan. Berikut hasil wawancara dengan informan 

dalam penelitian ini : 

Saya merasa sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini. Dimana 

sebelumnya saya terbatas untuk mengelola sawah karena tidak memiliki 

lahan, dengan adanya lahan yang saya kelola membuka ruang bagi saya 

untuk bekerja mencari penghasilan.
100

 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, konsep bagi hasil 

ini banyak membuka peluang kerja bagi para petani yang tidak memiliki lahan. 

Hasil wawancara dengan informan merasa sangat terbantu dengan adanya sistem 

                                                           
100

Ruslan, Petani Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten 

Sidrap, pada 1 Jui 2021. 



84 

 

 

bagi hasil yang seperti saat ini banyak di lakukan oleh masyarakat Sidenreng 

Rappang, yang mana masyarakat dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat 

lainnya yang tidak memiliki lahan pertanian. 

Masyarakat petani di Kabupaten Sidrap tidak selalu menggarap lahan milik 

sendiri, disebabkan oleh keterbatasan ekonomi disamping harga lahan di Kabupaten 

Sidrap yang cukup mahal sehingga membuat beberapa masyarakat petani menuai 

kendala. Keberadaan pemodal yang sudah menjadi trend dalam masyarakat petani 

saat ini memberikan dampak yang cukup signfikan untuk memberikan penghasilan 

bagi masyarakat yang keterbatasan ekonomi tersebut. 

Di Kabupaten Sidrap, masyarakat yang memiliki berbagai macam lahan 

pertanian, namun tidak memiliki sumber daya untuk mengelolanya sendiri, lebih 

banyak diberikan kepada petani penggarap sebagai amanah untuk menggarap lahan 

tersebut agar tetap dapat produktif. Terlebih lahan pertanian di Kabupaten Sidrap 

hingga saat ini masih sangat produktif dengan hasil yang melimpah. Apabila dalam 

masa panen tiba, hasil panen melimpah, maka bagi hasil yang diperoleh kedua 

pihak pun akan semakin banyak. 

Aktivitas pertanian mereka lakukan dalam rangka meningkatkan 

perekonomian keluarganya. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan sama 

sekali, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarga tetapi memenuhi 

kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, 

dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak 

terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk 

memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup.
101

 

Ditinjau dari aspek manfaat, hadirnya sistem kerjasama bagi hasil ini 
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memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak. Sistem kerjasama yang 

terjadi di masyarakat Kabupaten Sidrap tidak hanya berimplikasi pada pemenuhan 

kebutuhan dasar. Jauh lebih dari itu, juga memberikan implikasi sebagaimana 

agama memandang. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh yang mana 

menunjukkan bahwa Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di 

Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan dharuriyah nya saja 

yakni pada standar pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai konsumsi, dan ada 

sebagian yang lebih fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Tingkat pemenuhan 

pada standar penjagaan agama (hifzh ad-dien) yakni bisa berzakat sebagai suatu 

kewajiban agama, menjaga jiwa (hifzh an-nafs) yakni memperhatikan makan dan 

minum sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah, dan menjaga keturunannya 

(hifzh an-nasab) yakni pada tataran pendidikan keturunannya.
102

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan sistem bagi 

hasil dalam tatanan kehidupan ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang dapat 

membuka peluang dan potensi kerja dari masyarakat yang memiliki keahlain 

mengelola pertanian namun tidak memiliki lahan pertanian. 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani 

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Tellu Limpoe Kabupaten 

Sidrap dapat dikatakan sebagai perjanjian yang adil. Keadilan dalam perjanjian ini 

meniscayakan adanya manfaat yang diperoleh kedua belah pihak. Tidak hanya 

peningkatan taraf hidup masyarakat petani semata, namun juga dapat menambah 

nilai kekayaan para pemodal lahan. Berikut hasil penelitian ini : 

Alhamdulillah dengan adanya sistem bagi hasil ini memberikan sumbangsi 

dari lahan yang dulunya menganggur. Dengan adanya hasil panen yang kita 
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bagi seadanya bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga 

kami.
103

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdul Muthallib bahwa 

pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai 

standar melihat kesejahteraannya, hal tersebut tergambar dari segi pemenuhan 

terhadap sisi agamannya, yang sudah mampu besedekah dan berzakat kepada orang 

lain yang membutuhkan bantuan, dan ada sebagian pemilik lahan juga 

mengalokasikan pembagian hasil tersebut untuk menambah biaya pergi haji (hifzh 

ad-dien), dari segi pemeliharan jiwa dan akal (hifz al-aql) pemilik lahan 

mengalokasikan hasil dari kejasama penggarapan sawah tersebut sebagai bekal atau 

persediaan beras selama kurun waktu tertentu (hifzh an-nafs), kemudian pemilik 

lahan lebih terencana menggunakan hasil pertanian teresebut sebagai bentuk dari 

segi menjaga hartanya (hifzh al-mall), sedangkan dari segi menjaga keturunannya 

(hifzh an-nasab), para pemilik lahan lebih mengutamakan dari usaha yang dikelola 

dengan modal yang diperoleh dari penjualan hasil panen tersebut.
104

 

Berdasarkan kajian di lapangan, informan mengemukakan bahwa sistem 

bagi hasil ini dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi petani atau 

penggarap lahan akan tetapi juga terhadap pemilik lahan. Dis etiap akhir panen, 

pemilik lahan selalu memperoleh bagi hasil atas lahan dipercayakan kepada 

penggarap/petani.
105

 

Manfaat dari sistem kerja bagi hasil dalam pertanian ini tidak hanya 

dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap secara khusus, akan tetapi juga 
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dirasakan oleh beberapa masyarakat lainnya. Hasil penelitian terdahulu 

memberikan suatu hasil kajian. 

Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil 

garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda 

dari produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan, juga 

melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani 

penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.
106

 Konsep bagi hasil 

yang berjalan saat ini memang telah membuktikan bahwa hal ini dapat memberikan 

kontribusi peningkatan perekonomian dari kedua pihak yang melakukan perjanjian. 

E. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil Masyarakat 

Kabupateen Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe  

Praktik perjanjian/kontrak bagi hasil yang dijalankan dalam masyarakat 

Kabupaten Sidrap telah mengandung unsur ke-Tauhidan, yang mana hal ini 

tercermin dari kehati-hatian kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian akad 

bagi hasil. Meskipun secara konsep, mereka tidak terlalu memahaminya, akan tetapi 

secara subtansi masyarakat telah menjalankan akad bagi hasil dengan baik dan 

selaras dengan hukum ekonomi Islam. 

Konsep keadilan dalam praktik bagi hasil terpenuhi dengan pembagian 

keuntungan yang adil. Apabila dalam masa panen, penggarap secara terbuka 

memberikan rincian biaya dan hasil yang diperoleh selama kontrak kerjasama 

dilakukan, maka ini sudah memuat unsur keadilan. 

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariatif, yakni sesuai dengan 

adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, 
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sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga 

bentuk dan jenis pengolahan kebun/ladang/sawah tersebut adalah terjalinnya 

kesepahaman atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik 

lahan/kebun/sawah.
107

 

Dalam hasil kajian di lapangan, disimpulkan bahwa pembagian hasil yang 

diperoleh penggarap/petani diberikan secara proporsional kepada pemilik lahan 

selaku pemodal. Hal ini senada dalam ketentuan hukum ekonomi Islam, bahwa 

dalam kontrak perjanjian yang dilakukan, harus memuat keadilan dan tidak 

mengindikasikan adanya pihak yang dirugikan. 

Berdasarkan hasil kajian di lapangan yang ditinjau dari hukum-hukum Islam 

yang berlaku, dapat dikatakan bahwa dalam sistem perjanjian bagi hasil yang 

dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan di Kabupaten Sidrap sudah 

seusia dengan prinsip hukum ekonomi Islam. hal ini dikuatkan dari dampak-dampak 

dari sitem bagi hasil yang dijalankan antara penggarap dengan pemilik lahan 

pertanian di Kabupaten Sidrap. 

Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karena 

sistem bagi hasil itu sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka 

masing-masing pihak antara petani pemilik modal dan petani penggarap sudah 

saling mengetahui cara-cara sistem bai hasil tersebut. Begitupun sangsi yang 

diberikan yang meskipun hanya bersifat sangsi sangat adat dan tidak tertulis, namun 

sebagaimana warga desa pada umunya yang masih sangat memegang teguh adat 

dan perjanjian yang dilakukan tidak ada warga desa yang beranimelanggar 

perjanjian.  

Sanksi-sanksi  yang diberikan apabila salah satu mnyalahi sistem perjanjian 
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itu berupa sangsi pengucilan dari masyarakat, peringatan dari tokoh adat maupun 

berupa petani pemilik modal yang ada pada desa tersebut tidak ada lagi yang mau 

melakukan perjanjian dengan sipelanggar perjanjian yang ada. 

Kalaupun masih ada salah satu pihak yang melangar atau menyimpang dari 

perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat mambatalkan perjanjian 

tersebut. Pembolehan atau pembatalan pejanjian oleh salah satu pihak yang 

menyimpang diatur dalam Al-Qur‟an, yakni QS, At-Taubah: 7 yang artinya adalah 

sebagai berikut : 

 

Terjemahnya : 

“Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya 

dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah 

Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? Maka 

selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus 

(pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa.” 

Makna dari ayat tersebut adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, jika masing-masing dari kedua belah pihak mentaati dan mematuhi 

perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama maka perjanjian tersebut boleh 

diteruskan, namun jika ada salah satu pihak dari keduanya yang menyimpang atau 

melanggar perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut boleh 

dibatalkan secara sepihak, sebagaimana bunyi ayat yang menyatakan: “maka 

selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula 

terhadap mereka.” Jadi selama salah satu pihak mentaati dan mematuhi kesepakatan 
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yang ada, maka pihak yang lain juga harus mentaati dan mematuhi kesepakatan 

perjanjian. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama Islam menganjurkan tiga 

sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu al-muzara‟ah. Sistem ini 

harus dipenuhi oleh petani pemilik modal/lahan atau penggarap jika ingin 

melakukan suatu kerja sama agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan 

oleh agama Islam seperti riba, gharar dan judi. Sebagaimana diketahui bahwa riba 

adalah hal yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam sebagaimana firman 

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 278 yang berbunyi: 

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan riba dan jika memang sudah 

terlanjur melakukan sebaiknya meninggalkan hal tersebut (riba). Karena riba 

termasuk tindakan dosa dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi digunakan 

dalam sistem bagi hasil dibidang pertanian akan merugikan kesemua pihak. Dalam 

sistem bagi hasil pertanian saat ini, dapat menggunakan akad-akad dalam ekonomi 

syariah sebagai berikut : 

1. Al-Muzara’ah 

Sebagaimana kita ketahui bahwa muzara‟ah adalah salah satu sistem kerja 

sama yang diajurkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian. Muzaaah 

sendiri berpengertian sebagai kerja sama pengelola pertanian antara pemilik modal 

dan penggarap, dimana pemilik modal/lahan memberikan lahan pertanian kepada 

sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen.Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari muslim yang 

artinya: “Itulah yang telah dicontohkan oleh rasulullah dan mentradisi ditegah para 

sahabat dan kaum setelahnya.” Ibnu “Abbas menceritakan bahwa Rasululah saw 
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bekerja sama (muzara‟ah) dengan penduduk khaibar ntuk berbagi hasil panen atas 

panenan,makanan dan buah-buahan.”Bahwa Muhammad Albakir bin Ali bin Al- 

Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke madinah 

kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperepat.” 

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam sistem muzara‟ah itu pemilik 

modal hanya memberikan lahan pertaniannya kepada sipenggarap untuk ditanami 

dan dipelihara,sebagai imbalan penggarap berhak mendapatkan imbalan tertentu 

dari hasil panen. Dalam hal ini benih itu dari pemilik lahan sedangkan pemeliharaan 

dan penyiraman ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Adapun apaila benih itu 

disediakan oleh petani pemilik penggarap diartikan sebagai mukharabah. Tapi yang 

perlu diketahui adalah meskipun benih itu dari sipemilik modal namun pemeliharan 

dan penyiraman dalam hal ini menyangkut misalnya biaya pupuk,biaya obat-obatan 

dan biaya yang lain ditanggungsendiri oleh petani pengarap. Dimana sistem 

bagihasil yang terjadi sangat tergantung oleh kedua belah pihak sebelum 

penanaman dilakukan. 

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sendiri sebagai lokasi penelitian  

sistem bagi hasil yang terjadi adalah petani pemilik modal memberikan modalnya 

atau lahannya kepada petani sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara. Adapun 

jika benih berasal dari pemilik modal maka itu sangat tergantung dari kesepakatan 

kedua belah pihak. Pemilik modal memberikan lahannya kepada petani penggarap 

dan pembeli benih kemudian petani penggarap sendiri yang mengelolah dan 

memelihara benih tersebut sampai panen tiba, dimana biaya-biaya seperti pupuk, 

biaya obat- obatan dan biaya penyiraman ditanggung oleh petani pengarap sendiri 

(muzara‟ah). Adapun sistem bagi hasil yang terjadi apabila sudah panen yaitu 

biasanya ada pemilik modal yang mengeluarkan dulu biaya pembelian bibit dan 

biaya perawatan lainnya baru dibagi dua tapi sistem bagi hasil ini sangat tergantung 
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oleh kedua belah pihak sebelum penanaman dilakukan. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan 

oleh masyarakat Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe dengan sistem bagi 

hasil yang diajurkan oleh syariat Islam sudah sesuai. Dimana dari hasil penelitian 

dan penjelasan dari sistem di atas sudah sesuai dengan sistem muzara‟ah yang 

dianjurkan oleh syari‟at Islam dalam bidang pertanian. 

2. Al-Musaqah 

Musaqah juga merupakan sistem keja sama yang dianjurkan dalam Islam 

dibidang pertanian. Musaqah sendiri sudah hampir sama dengan akad muzara‟ah 

hanya saja bentuknya yang lebih sederhana yaitu sipenggarap hanya bertanggung 

jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sedangkan berhak mendapatkan 

nisbahbagi hasil tertentu. 

Sistem bagi hasil ini semua biaya seperti biaya pembelian bibit, biaya pupuk, 

obat-obatan ditanggung seluruh oleh petani pemilik modal sedangkan petani 

penggarap hanya menanggung biaya penyiraman dan biaya pemeliharaan yang 

hanya menanggung biaya penyiraman dan biaya pemeliharaan yang hanya lebih 

bersifat tenaga. Namun dalam sistem perjanjian ini tanggung jawab, skill dan 

keuletan petani penggarap sangat diperlukan untuk keberhasilan panen. Ini 

dikarenakan yang mengetahui tentang penyiraman dan pemeliharaan adalah petani 

penggarap itu sendiri sedangkan petani pemilik modal hanya sebagai penyedia dana. 

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sendiri adalah petani pemilik 

modal dan petani pengarap yang melakukan sistem ini bedanya petani penggarap 

tidak mendapatkan bagi hasil dari tanaman yang dipeliharakan namun mendapat 

upah dari hasil kerjanya. 

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan 

Tellu Limpoe dalam akad ini sangat beragam, ada petani pemilik modal yang hanya 
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mengambil modal yang telah dikeluarkan selama penanaman kemudian dari hasil 

penjualan dari hasil penen seluruhnya diberikan kepada petani penggarap. Adapula 

yang membagi dua hasil panen dan ada pula yang membagi sepertiga, semuanya 

tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. 

Penjelasan diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis 

dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem-sistem bagi hasil yang dilakukan oleh 

masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe bermacam-macam tapi 

sistem ini sama dengan sistem musaqah yaitu sistem bagi hasil yang di ajurkan 

agama Islam. Meskipun sistem bagi hasil yang diajurkan agama Islam tidak persis 

sama dengan yang dilakukan, dari segi manfaat yang tujuan yang ingin dicapai 

bersama, sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidrap 

Kecamatan Tellu Limpoe, namun jika dilihat dari cara-cara yang dilakukan 

masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sesuai dengan sistem 

bagi hasil yang dianjurkan agama Islam. 

Meskipun masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe tidak 

mengetahui bahwa apakah sistem bagi hasil yang mereka anut yang sudah mereka 

lakukan secara turun menurun sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? mereka 

hanya melakukan sistem perjanjian dengan tujuan saling tolong menolong dengan 

petani yang memiliki modal/lahan dan petani yang tidak memiliki modal dalam hal 

bidang pertanian. Agama Islam sendiri mengajurkan kepada penganutnya untuk 

senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS. Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

Terjemahannya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sesama kaum muslimin 



94 

 

 

kita sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan sedangkan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan kemungkaran 

dilarang oleh agama Islam. Tolong menolong dalam hal kebaikan mencakup banyak 

aspek terkhusus dalam hal ini termasuk dalam bidang pertanian yakni tolong 

menolong dalam kerja sama antara petani penggarap dan petani pemilik modal 

untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama nantinya setelah panen. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Adapun simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Akad yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi dalam 

masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap adalah akad 

mudharabah dan muzara‟ah. Dalam perjanjian dengan antara penggarap 

dengan pemodal, yang mana pemodal memberikan lahan secara penuh untuk 

dikelola tanpa mengikut sertakan biaya-biaya pengelolaan lahan dengan bagi 

hasil yang diterapkan adalah 50-50, akad ini disebut dengan akad muzara‟ah, 

sebab pemilik hanya memberikan lahan tanpa memberikan biaya pengolahan 

lahan, artinya tidak mendistribusikan modal secara penuh. Sedangakn perjanjian 

antara penggarap dengan pemodal, yang mana pemodal hanya memberikan 

lahan untuk dikelola tanpa mengikut sertakan biaya-biaya pengelolaan lahan 

dengan bagi hasil yang diterapkan adalah 60-50, artinya pemodal hanya 

memberikan lahan dan penggarap mengelola lahan secara penuh maka akad ini 

disebut dengan akad mudharabah. 

2. Sistem bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe ini 

memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk 

sistem bagi hasil yang ada sangat terguntung dari kesepakatan itulah bentuk 

sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak.  

3. Dampak-dampak dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten  Sidenreng 

Rapppang memiliki dampak yang baik, dampak-dampak tersebut terdiri dari 

terbukanya peluang kerja bagi petani penggarap yang tidak memiki lahan dan 
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peningkatan kesejahteraan ekonomi dari kedua pihak yang melakukan kontrak 

perjanjian. 

4. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten  

Sidenreng Rapppang menyimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil yang 

dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan di Kabupaten Sidrap sudah 

sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. hal ini dikuatkan dari dampak-

dampak dari sitem bagi hasil yang dijalankan antara penggarap dengan pemilik 

lahan pertanian di Kabupaten Sidrap. 

B. Saran 

Dari penelitian tersebut maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu: 

1. Untuk para pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil 

kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai 

dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. 

2. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang 

diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah 

disepakati kepada pemilik lahan. 
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